TINJAUAN TERHADAP PENARIKAN HIBAH ORANG TUA TERHADAP  ANAKNYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor :  432/Pdt.G/2012/PA.Prg) by SYARIF, ADE APRIANI
i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKRIPSI 
 
 
TINJAUAN TERHADAP PENARIKAN HIBAH ORANG TUA TERHADAP 
ANAKNYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 
432/Pdt.G/2012/PA.Prg) 
 
OLEH: 
ADE APRIANI SYARIF 
B 111 13 095 
 
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN 
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2017 
ii 
 
  
iii 
 
iv 
 
  
v 
 
ABSTRAK 
 
Ade Apriani Syarif (B111 13 095) dengan judul “Tinjauan Terhadap 
Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan 
Pengadilan Agama Pinrang No. 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)”. di bawah 
bimbingan Achmad sebagai Pembimbing I dan Fauzia P. Bhakti sebagai 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hibah orang 
tua terhadap anaknya menurut Hukum Islam dan untuk mengetahui 
pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pinrang terhadap ketentuan Hukum 
Islam menyangkut penarikan hibah orang tua terhadap anaknya. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang dengan memilih instansi yang 
terkait dengan perkara ini, yakni di Pengadilan Agama Pinrang. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adlah metode kepustakaan dan metode 
wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif 
sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas 
permasalahan. 
Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Kedudukan hukum hibah dari orang tua 
terhadap anaknya dalam hukum islam telah jelas pengaturan atau 
landasannya baik yang termuat dalam Al-quran, berdasarkan pada hadis 
Nabi yang menjelaskan mengenai aturan dalam melakukan hibah maupun 
dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dan beracara di 
Pengadilan Agama. Pada dasarnya kedudukan hibah dalam pengaturan 
tersebut adalah bersifat keinginan, tergantung dari pemberi hibah apakah 
bersedia memberikan hartanya atau tidak. Perbedaan mendasar antara hibah 
pada umumnya dan hibah antara orang tua dan anak adalah adanya 
kebolehan yang diberikan oleh aturan dalam hukum Islam kepada orang tua 
untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, 
sedangkan penarikan hibah yang bukan antara orangtua dan anak secara 
tegas dilarang dalam hukum islam. 2)Pertimbangan hukum dan putusan 
Pengadilan Agama Pinrang terhadap ketentuan hukum Islam menyangkut 
penarikan hibah orang tua terhadap anaknya pada kasus tersebut kurang 
tepat. Hakim dalam kasus ini masih kurang memperhatikan bahan 
pertimbangan untuk menjatuhkan putusan berupa pembatalan hibah, yaitu 
mengenai pengaturan tentang warisan. 
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ABSTRACT 
 
Ade Apriani Syarif (B111 13 095) entitled with "The Overview Against 
Withdrawal of  Grant Parents Against  Their Children (Study Case of  
Pinrang Religion Court Decision No. 432 / Pdt.G / 2012 / PA.Prg)." Under 
the guidance of Achmad as a Supervisor I and Fauziah P. Bhakti as 
Supervisor II. 
This study aims to determine how to position grants parents to their children 
according to Islamic law and to determine the legal considerations Religious 
Court Pinrang against Islamic law provisions regarding withdrawal of grants 
parents to their children. 
This research was conducted in Pinrang with selected institutions associated 
with this case, which the research was conducted in the  Pinrang Religion 
Court. Data collect method  is used in the literature and interviews, then data 
is the data obtained were analyzed by descriptive qualitative that express the 
expected results and conclusions on the issue. 
The results of this research is: 1) legal status grants from parents to their 
children in Islamic law has clearly settled or emplacement both contained in 
the Qur'an, is based on the hadith of the Prophet who explained the rules of 
conduct of grants or in the Compilation of Islamic Law that became the 
current guidelines this. Basically, the position of grants in such settings is 
optional, depending on whether the grant owners are willing to give his 
treasure or not. The fundamental difference between the grant in general and 
grants between parent and child is the freedom given by the rule of Islamic 
law to parents to withdraw the grant has been given to children, while the 
withdrawal of grants rather than between parents and children is expressly 
prohibited in islam. 2 law) legal consideration and decision of the District 
Court Pinrang to the provisions of Islamic law regarding withdrawal of grants 
parents to their children in the case are considered less appropriate judge in 
the case still looks less attention to other factors that can be considered to 
make a decision in the form of cancellation of grants, namely the setting of 
heritage. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia mengenal beberapa sistem hukum, dimana salah satunya 
ialah Hukum Islam. Sistem hukum Islam bersumber dari Dinul Islam, 
merupakan salah satu legal sistem yang diakui disamping legal sistem yang 
lain seperti Civil Law, Common Law, Sosialist Law. 1  Sistem dan konsep 
Hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan inheren dengan kehidupan 
masyarakat Indonesia, memiliki pengaruh besar dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara, bahkan telah menjadi salah satu sarana pembentukan 
kesadaran hukum masyarakat Indonesia. 2  Oleh karena itu, Hukum Islam 
memiliki kedudukan dan status yang tidak kalah pentingnya jika dibandingkan 
dengan sistem hukum lainnya. 
Dalam arti luas, Hukum Islam meliputi semua hukum yang telah 
disusun secara teratur oleh ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya 
mengenai persoalan di masa mereka atau yang mereka perkirakan akan 
terjadi dikemudian hari dengan mengambil dalil-dalilnya yang langsung dari 
Al-Qur’an dan Hadist atau sumber pengambilan hukum yang lain seperti 
                                                          
1  Abdul Shomad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum 
Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hal. 1 
2  Arfin Hamid, Hukum Islam, Perspektif KeIndonesiaan. (Makassar: PT Umitoha 
Ukhuwah Grafika, 2011), Hal 16 
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qiyas, istihsan, istihsab, dan lainnya. Sedangkan jika yang tertera dalam Al-
Qur’an dan Hadist yang sahih ataupun yang ditetapkan dengan ijma.3 
Menyadari bahwa Hukum Islam memiliki posisi yang cukup sentral 
dalam Sistem Hukum Nasional, penjabaran akan makna Hukum Islam baik 
secara luas maupun sempit, relevan untuk dikemukakan hubungannya 
dengan agenda pembangunan hukum nasional. Perkembangan Hukum Islam 
di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Formalisasi 
Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional bermula ketika pada 
tanggak 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 
Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 
yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan bahan-bahan 
dan merancang Kompilasi Hukum Islam yang menyangkut hukum 
Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan yang selanjutnya akan 
dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas 
dan wewenangnya, yang selanjutnya formulasi tersebut disosialisasikan 
melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.4 
Lahirnya Kompilasi Hukum Islam telah melahirkan nuansa baru dalam 
hukum nasional. Sejak saat itu, hubungan antara hukum positif dan Hukum 
Islam di Indonesia secara normatif terus mengalami evaluasi secara positif. 
Hingga saat ini, perkembangan hubungan tersebut telah diformalisasi dalam 
                                                          
3Ibid, Hal. 272 
4  Abdul Shomad, Op. cit., Hal. 8 
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bentuk peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang 
Perkawinan Nasional, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang 
Pelaksanaan Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang 
Perwakafan, Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh, Undang-Undang 
Perbankan Syariah, Undang-Undang Obligasi Syariah, dan Kompilasi 
Ekonomi Syariah.5 
Salah satu hal yang diatur dalam Hukum Islam ialah mengenai harta 
kekayaan, yakni mengatur tentang pemberian harta seseorang kepada orang 
lain baik itu masalah warisan, hibah, maupun wasiat. Dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa mereka yang 
beragama Islam dalam membagikan hartanya haruslah tunduk pada Hukum 
Islam.6Hal tersebut sebenarnya sudah dijabarkan dalam Al-Qur’an sebagai 
salah satu sumber hukum Islam, yaitu dalam Q.S. An Nisa ayat 13 dan ayat 
14, dimana Allah SWT berfirman akan menempatkan surge selama-lamanya 
bagi orang-orang yang menaati ketentutan (pembagian harta pustaka) dan 
memasukkan ke neraka selama-lamanya bagi orang-orang yang tidak 
mengindahkannya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar setiap 
muslim membagi hartanya menurut Al-Qur’an sebagaimana sabdanya : 
                                                          
5Arfin Hamid, Op. cit., Hal. 26. 
6  Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama. (Jakarta : Raja Grafindo 
Persada, 1991), Hal.33 
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Bagilah harta pusaka diantara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Al-
Qur’an) HR. Muslim dan Abu Daud.7 
Pembagian kekayaan dan pemberian harta kepada orang lain adalah 
salah satu hal sentral yang diatur dalam Hukum Islam. Dalam kacamata 
sederhana, pemberian harta kekayaan pada orang lain baik sebagian 
maupun seluruhnya merupakan sedekah, sedangkan sedekah adalah 
perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Member hadiah sangat dianjurkan 
oleh Rasullullah SAW sebab dapat memperat hubungan persaudaraan, 
agama dan menimbulkan rasa tolong menolong, serta menghilangkan sifat 
iri/dengki dari hati seseorang.Oleh karena itu, pemberian tidak boleh dicela 
dalam bentuk apapun. 
Di dalam Al-Qur’an maupun Hadist, tidak dapat ditemui perintah yang 
secara langsung memerintahkan seseorang untuk berhibah.Tetapi, Allah 
SWT dan Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk suka menolong 
sesama, melakukan infaq, sedekah dan pemberian-pemberian lain termasuk 
hibah. karena hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan dan kasih saying 
antar manusia.Hibah atau pemberian merupakan salah satu bentuk Taqarrub 
kepada Allah SWT, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara 
gubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawanan dan juga 
kepedulian sosial.Al-Qur’an menganjurkan kepada manusia untuk tolong 
                                                          
7  Imam Az-Zabiddi Ilyas Ruchiat, Ringkasan Sahih Al-Bukhari. (Bandung : Mizan, 1997),      
Hal 895. 
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menolong dalam kebajikan dan taqwa serta melarang tolong menolong dalam 
perbuatan dosa dan permusuhan.8 
Dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa orang 
yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan 
dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang 
lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Bagi yang diberi 
hibah, disyaratkan benar-benar ada di waktu hibah diberikan.Apabila tidak 
benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya janin, maka tidak sah.9 
Selanjutnya, menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa 
hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. 
Prinsip pelaksanaan hibah dari yang memiliki lebih dari satu anak, 
sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, hendaknya bagian mereka 
disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling 
menyetujuinya.Oleh karena itu, adanya perbedaan pendapat tentang status 
hukum melebihkan hibah kepada satu anak, tidak kepada orang lain, yang 
terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara 
musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Hal ini penting untuk 
diperhatikan agar tidak menimbulkan perpecahan dalam keluarga.10 
                                                          
8 Faizah Bafadhal, Jurnal Ilmu Hukum : Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya 
Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di 
Indonesia. 2011 
9Abdul Shomad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, 
(Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), Hal. 356 
10  Faizah Bafadhal, Op. cit. 
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Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi 
dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam 
menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah 
diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa 
pengecualian dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga hibah dapat ditarik 
kembali. Misalnya, hibah orang tua kepada anaknya11 dapat ditarik kembali 
dikarenakan orang tua berhak menjaga kemaslahatan anaknya, juga sukup 
menaruh perhatian dan kasih saying terhadap anaknya. Hal ini bisa dilakukan 
dengan syarat bahwa barang yang diberi itu masih dalam kekuasaan 
anaknya. Apabila telah hilang milik anak, si bapak tidak boleh mencabut 
walaupun barang tersebut kembali kepada anak dengan jalan lain.12 
Munculnya beberapa permasalahan hukum terkait hibah di masyarakat 
Indonesia, baik dalam keluarga maupun masyarakat luas, khususnya 
Sulawesi Selatan yang mayoritas penduduknnya adalah umat muslim, 
kadang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan konsep 
dan perspektif mana yang harus digunakan dalam pelaksanaan hibah. Fungsi 
hibah yang sebenarnya merupakan suatu metode untuk memupuk tali 
silahturahmi justru menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum dan 
sosial. Sehingga fungsi dari hibah yang sebenarnya tidak berjalan sebagai 
mana adanya. 
                                                          
11  Abdul Shomad, Loc. Cit 
12  Sulaiman Rasjid dalam Abdul Shomad, Loc. cit 
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Tidak jarang sengketa hibah baik dalam keluarga maupun hibah pada 
masyarakat, terpaksa harus diselesaikan di pengadilan, padahal fungsi 
utama dari hibah yaitu memupuk persaudaraan atau silahturahmi.Salah satu 
permasalahan yang sering didapatkan pada kasus pengadilan yaitu 
pembatalan atau penarikan kembali hibah tanah yang telah diberikan oleh 
pemberi hibah. Pembatalan atau penarikan hibah ini dapat diselesaikan 
melalui tinjauan norma hukum positif Indonesia bagi masyarakat yang tunduk 
pada BW dan tinjauan Hukum Islam bagi masyarakat yang beragama Islam. 
Di Kabupaten Pinrang, yakni tepatnya di Pengadilan Agama Pinrang 
terdapat persoalan hukum yang menyangkut tentang penarikan hibah tanah 
yang diberikan oleh orang tua kepada anak kandungnya. Salah satu contoh 
kasus di Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor Putusan: 
432/Pdt.G/2012/PA.Prg. Permasalahan ini juga melibatkan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) yang membaliknamakan akta hibah dan telah 
mengeluarkan akta hibah baru, yang tidak mempunyai kekuatan hukum 
dikarenakan hibah diberikan dengan indikasi paksaan. 
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B. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi pokok kajian dalam penulisan dan penelitian ini 
yaitu : 
1. Bagaimana kedudukan hibah orang tua terhadap anaknya menurut 
Hukum Islam ? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pinrang terhadap 
ketentuan Hukum Islam menyangkut penarikan hibah orang tua 
terhadap anaknya ? 
C. Tujuandan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan 
sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui kedudukan hibah orang tua terhadap anaknya 
menurut Hukum Islam. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Agama 
Pinrang terhadap ketentuan Hukum Islam menyangkut penarikan 
hibah orang tua terhadap anaknya 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara 
teoritis maupun praktis adalah : 
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a. Secara Teoritis 
Kajian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi yang dapat 
memberikan masukan pemikiran baik itu berupa konsep, metode 
proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam ruang lingkup studi 
hukum dan masyarakat, khususnya mengenai Hukum Islam 
b. Secara Praktis 
Diharapkan kajian ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait pada 
khususnya dan masyarakat yang beragama Islam yang tunduk dan 
patuh pada Kompilasi Hukum Islam pada umumnya, mengenai 
persoalan pembagian harta kekayaan baik secara hibah ataupun 
dengan menggunakan cara lain. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
I. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam 
A. Tujuan Hukum Islam 
Teori mengenai tujuan hukum sangat beragam, dan terpengaruh 
terhadap sistem hukum yang diterapkan oleh sebuah negara.Namun, secara 
garis besar teori mengenai tujuan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu hukum 
untuk keadilan, hukum untuk kemanfaatan, dan hukum untuk kepastian.Yang 
dikenal sebagai teori tentang tujuan hukum barat. 
Tujuan hukum yang pertama adalah untuk mencapai keadilan. Tujuan ini 
pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles yang membagi keadilan dalam 
dua macam, yaitu :13 
- Keadilan Dsitributif atau keadilan yang menyamaratakan, yakni keadilan 
yang diberikan kepada tiap-tiap orang sesuai dengan haknya. 
- Keadilan Komulatif atau keadilan yang diberikan seseorang menurut 
jasanya 
Tujuan hukum yang kedua  adalah untuk mencapai kemanfaatan 
adalah untuk mencapai yang bermanfaat atau yang berguna bagi manusia 
atau disebut sebagai teori kegunaan (utility theory).Tujuan hukum yang ketiga 
                                                          
13Arfin Hamid, Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (sebuah pengantar dalam 
memahami realitasnya di Indonesia), (Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011) Hal.  
106-107 
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adalah untuk mencapai kepastian hukum demi tercapainya tatatenteram, 
ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. 
Teori tujuan Hukum Islam pada prinsipnya, bagaimana mewujudkan 
“kemanfaatan” kepada umat manusia yang mencakupi kemanfaatan dalam 
kehidupan di dunia maupun di akhirat. 
Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah 
kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan diakhirat kelak, dengan jalan 
mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang 
mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata 
lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani 
maupun jasmani, individual dan sosial.14 
Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi 
juga untuk kehidupan kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al Shatibi (m.d. 
790/1388) merumuskan lima tujuan Hukum Islam, antara lain, (1) agama, (2) 
jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang kemudian disepakati oleh 
ilmuan hukum Islam lainnya. kelima tujuan Hukum Islam itu di dalam 
kepustakaan disebut al-maqasid al-maqasid atau al-shari’ah (tujuan-tujuan 
hukum Islam).15 
                                                          
14 Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, Pengantar Hukum 
Indonesia cetakan kedua, (Makassar : Aspublishing, 2011)  Hal. 93 
15Ibid 
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Tujuan mewujudkan kemanfaatan ini, sesuai dengan prinsip umum Al-
Quran antara lain:16 
- Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u (segala yang 
bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudharat dilarang) 
- La darara wa la dirar (jangan menimbulkan kemudharatan dan 
jangan menjadi korban kemudharatan) 
- Ad-Darar yuzal (bahaya harus dihilangkan). 
Tujuan Hukum Islam secara umum (maqashid-syariah) yang lazim 
dikenal sebagai al-maslahah, “untuk kepentingan umum”, hakikatnya adalah 
untuk mewujudkan kebaikan dan kesempurnaan hidup yang sebenarnya. 
Menyangkut kepentingan kehidupan manusia sebagai “hajat” yang harus 
diusahakan pemenuhannya terbagi kedalam tiga bagian, yaitu :17 
- al-Daruriyyah, kepentingan pokok/primer 
- al-Hajiyyat, kepentingan sekunder yang tidak termasuk 
kepentingan primer 
- al-tahsiniyyat, kepentingan tersier atau kepentingan pelengkap dan 
penyempurna. 
 
                                                          
16 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan 
(judicialprudence), termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence), (Jakarta : Penada 
Media Group, 2009)  Hal. 216 
17Opcit Hal. 77 
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Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan 
istilah daruriyyat tersebut diatas merupakan tujuan utama yang harus 
dipelihara oleh Hukum Islam.Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara 
oleh Hukum Islam. Kepentingan yang harus dijaga dalam hukum Islam itu 
antara lain, (1) kepentingan agama, (2) kepentingan jiwa, (3) kepentingan 
akar, (4) kepentingan keturunan, dan (5) kepentingan harta.18 
Nampak perbedaan yang sangat jelas antara tujuan hukum secara 
universal yang dikemukakan oleh ahli-ahli dari barat, yang terpengaruh 
dengan lingkungannya dengan teori tujuan Hukum Islam yang beralaskan 
terhadap tuntunan agama Islam itu sendiri. 
Bilamana kita perbandingkan tujjuan Hukum Islam dengan tujuan 
hukum positif, maka dalam Hukum Islam kita mendapati tujuan yang lebih 
tinggi dan bersifat kekal abadi, artinya tujuan hukum Islam itu tidak terbatas 
pada lapangan materiel saja yang sifatnya sementara, tidak pula kepada hal-
hal yang sifatnya formil belaka, akan tetapi lebih dari itu Hukum Islam 
memperhatikan pelbagai faktor individu, factor masyarakat dan faktor 
kemanusiaan dalam hubungannya satu dengan yang lain demi terwujudnya 
keselamatan di dunia dan kebahagiaan di hari kemudian.19 
 
                                                          
18Opcit Hal. 94 
19Opcit Hal. 108 
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Hukum Islam secara subtansial selalu menekankan perlunya menjaga 
kemaslahatan umat manusia.Hukum Islam senantiasa memperhatikan 
kepentingan dan perkembangan kebutuhan manusia yang pluralistic. Secara 
praktis kemaslahatan itu tertuju kepada tujuan-tujuan, yaitu : 
- Memelihara kemaslahatan agama, 
- Memelihara kemaslahatan jiwa, 
- Memelihara kemaslahatan akal, 
- Memelihara kemaslahatan keturunan, 
- Memelihara kemaslahatan harta benda. 
Tujuan Hukum Islam itu sendiri sangatlah kompleks dan jelas, tentang 
bagaimana mengatur hidup manusia dimuka bumi dengan hubungan antara 
sang pencipta. Tujuan hukum Islam itu sendiri tidak serta merta meniadakan 
kehidupan duniawi, namun kehidupan duniawi bukan merupakan tujuan dari 
hukum Islam itu sendiri, tujuan hukum Islam itu sendiri mengarah kepada 
sesuatu yang kekal dan abadi. 
Tujuan Hukum Islam itu sendiri dapat pula dilihat dari dua segi, yakni 
dari segi pembuat Hukum Islam itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul-Nya dan 
dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. 
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Dilihat dari segi pembuatnya, tujuan dari Hukum Islam itu sendiri 
antara lain :20 
- Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat primer, sekunder 
dan tersier yang dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan 
istilah daruriyyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat. Kebutuhan primer itu 
adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara 
sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia 
itu benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan 
yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, seperti misalnya 
kemerdekaan, persamaan dan sebagainya yang bersifat menunjang 
eksistensi kebutuhan primer. Sedangkan kebituhan tertier adalah 
kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan 
sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan 
hidup manusia dan masyarakat. 
- Tujuan Hukum Islam itu adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh 
manusia dalam kehidupan sehari-hari. 
- Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, 
manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami  
- hukumIslam dengan mempelajari usul al-fiqh, yakni dasar 
pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. 
                                                          
20  Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, Pengantar Hukum 
Indonesia cetakan kedua, (Makassar : Aspublishing, 2011)  Hal. 93-94 
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Dari segi pelaku hukum yakni manusia sendiri, tujuan Hukum Islam 
adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan mempertahankan 
kehidupan itu. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, 
mencegah dan menolak yang mudharat bagi kehidupan. Dengan kata lain, 
tujuan hakiki Hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah 
tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia ini dan di 
akhirat kelak. 
B. Ciri-Ciri Hukum Islam 
Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berdiri sendiri 
mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan sistem hukum yang 
lainnya. Adapunciri-ciri hukum Islam antara lain :21 
- Kewahyuan dasar-dasar yang umum 
Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Hadis/Sunnah yang 
keduanya merupakan Wahyu Ilahi. Pada kedua sumber hukum itu 
ditemukan sendi-sendi/prinsip-prinsip dalam pelbagai bidang/lapangan 
hukum.Setiap ulama (Faqih, Mutjahid) di dalam menerapkan hukum 
Islam pada suatu perkara, terikat kepada teks-teks kedua sumber itu. 
Kalau teks-teks kedua sumber tadi tidak secara langsung atau secara 
tegas/jelas memberikan ketentuan hukum, maka ia harus terikat pada 
jiwa syariat dan dasar-dasarnya yang umum. Dalam keadaan yang 
                                                          
21Arfin Hamid, Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (sebuah pengantar dalam 
memahami realitasnya di Indonesia), (Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011) Hal 105 
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demikian itu bagi fuqaha/mutjahid yang bersangkutan terbuka 
kesempatan atau kemungkinan untuk berijtihad. 
- Ketentuan hukum Islam berdasar pada akhlak dan agama 
Ketentuan-ketentuan hukum Islam didasarkan pada akhlak dan agama 
sehingga memberikan perasaan puas dan keimanan kepada masing-
masing yang percaya.Di samping itu juga, mendatangkan kemuslahatan 
bagi umat manusia. 
- Rangkapnya balasan 
Balasan/imbalan yang diperoleh dengan melaksanakan ketentuan - 
ketentuan hukum Islam adalah rangkap karena adanya balasan baik di 
dunia maupun di akhirat kelak. 
- Sifat kolektivisme hukum Islam 
Hukum Islam bermaksud mewujudkan kebaikan manusia baik sebagai 
perseorangan maupun sebagai masyarakat. Lain daripada itu, dalam 
hukum Islam terdapat prinsip yang mendahulukan kepentingan umum 
diatas kepentingan pribadi dan golongan. 
 Selain yang disebutkan diatas, terdapat pula ciri-ciri hukum Islam yang 
antara lain:22 
- Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang ditarik atau yang 
merupakan hasil pemahaman dan deduksi dari ketentuan-ketentuan 
                                                          
22 Ngainun Naim, Sejarah Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta : Teras, 2009), Hal. 
16-18 
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yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad Saw. Karena itu, 
sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah, ditambah 
dengan nalar manusia (ra’yu) atau ijtihad yang diperlukan untuk 
memahaminya. Dengan demikian, hukum Islam seringkali tidak identik 
dengan hukum dalam pengertian aturan yang dibuat oleh suatu badan 
yang diberikan wewenang dan diberlakukan sanksi oleh negara. 
Demikian pula, tingkah laku yang dibentuk oleh adat yang dipaksakan 
berlakunay oleh opini publik. 
- Hukum Islam itu bersifat keagamaan, berlandaskan pula pada keimanan 
dan akhlak mulia. Oleh karena itu, tujuan hukum Islam tidak hanya untuk 
melindungi hak dan kewajiban masyarakat, melainkan juga mempunyai 
tujuan untuk menciptakan kehidupan beragama, bermoral, berkeadilan, 
tertib, dan kesejahteraan hidup, duniawi dan ukhrawi 
- Hukum Islam tidak selamanya bersifat memaksa. Sebagiannya bersifat 
korektif dan persuasive dan memberi kesempatan kepada pelanggarnya 
untuk menyesali diri sendiri (taubat) dan mengubah tingkah lakunya 
karena sadar akan kesalahannya. Hanya kejahatan-kejahatan berat 
yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat dihukum dengan 
hukuman berat yang disebut dengan had untuk memelihara keamanan 
dan ketertiban masyarakat, seperti membunuh, menganiaya, zina, 
menuduh zina, merampok, dan minum minuman keras. 
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- Ruang lingkup hukum Islam meliputi seluruh jenis perbuatan, baik 
perbuatan yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan 
perbuatan yang berhubungan dengan sesama manusia (ibadah dan 
mu’amalah). Pembagian ini didasarkan kepada perbedaan-perbedaan 
dalam tujuan khusus masing-masing. Ibadah adalah sebagai pernyataan 
rasa syukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya serta 
mengharapkan pahala di akhirat. Sedang mu’amalah tujuan pokoknya 
adalah untuk mewujudkan berbagai bentuk kemashlahatan manusia 
dalam pergaulan hidupnya di dunia. 
Perbedaan antara hukum Islamdengan hukum positif lainnya dapat 
dilihat melalui ciri-cirinya, ciri-ciri hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri 
dimulai dari sumber hukum maupun penerapannya. Ciri-ciri hukum Islam 
antara lain:23 
- Merupakan dan bersumber dari agama Islam 
- Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari 
iman atau kaidah dan kesusilaan atau akhlak Islam 
- Mempunyai dua istilah kunci, yaitu: 
 Syariat, terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad 
Saw 
                                                          
23  Ciri-Ciri Hukum Islam  Diakses melalui www.berandahukum.com pada 02 
November 2016 Pkl 01.20 Wita 
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 Fiqih, pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang 
syariah. 
- Terdiri dari dua bidang utama, yaitu : 
 Ibadat bersifat tertutup karena telah sempurna 
 Muamalat dalam arti luas bersifat terbuka untuk dikembangkan 
oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa 
- Strukturnya berlapis, terdiri dari : 
 Nash atau teks Al-Qur’an 
 Sunnah Nabi Muhammad Saw (untuk Syari’at) 
 Hasil ijtihad (doktrin) manusia yang memenuhi syarat tentang Al-
Qur’an dan As-Sunnah 
- Pelaksanaan dalam praktek baik : 
 Berupa keputusan hakim, maupun 
 Berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk 
Fiqh) 
- Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala 
- Dapat dibagi menjadi : 
 Hukum takifi atau hukum taklif. Yakni al-ahkam, al-khamsah, 
yaitu: 
a. Lima kaidah jenis hukum 
b. Lima kategori hukum, yakni  
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1. Jaiz 
2. Sunnah 
3. Makruh 
4. Wajib 
5. Haram 
 Hukum Wadh’I yang mengandung sebab, syarat, halangan, 
terjadi atau terwujudnya hubungan hukum. 
- Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun 
mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam disuatu tempat atau 
negara disuatu masa saja. 
- Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, 
rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan 
kemanusiaan secara keseluruhan. 
- Pelaksanaannya dalam praktek digerakkan oleh iman dan akhlak 
umat manusia. 
C. Ruang Lingkup Hukum Islam 
Pengertian yang terkandung dalam hukm (hukum) dapat 
dikelompokkan kedalam dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum alwad’i. 
Hukum taklifi adalah pembebanan, perintah atau tuntutan Tuhan kepada 
manusia untuk melaksanakan sesuatu perbuatan atau untuk meninggalkan 
sesuatu perbuatan, sedangkan hukum wadh’I adalah segala perintah Tuhan 
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yang di dalamnya terkandung makna bahwa dengan terjadinya sesuatu 
adalah merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu 
hukum tersebut.24 
Dalam sistem hukum Islam, terdapat lima jenis hukum atau yang 
digunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik dibidang 
ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut dikenal 
dengan sebutan al-ahkamu al-khamzah atau lima kategori hukum, yaitu (1) 
jaiz atau mubah atau ibahah, (2) sunnat, (3) makruh, (4) wajib,dan(5) haram. 
Penggolongan hukum ke dalam lima kategori itu dalam kepustakaan hukum 
Islam dikena dengan hukum taklifi, dimaksudkan sebagai norma atau kaidah 
hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka, yaitu 
kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
perbuatan.25 
Kajian tentang hukum Islam paling tidak mengandung dua bidang 
utama yang memiliki cakuoan masing-masing, antara lain : 
- Kajian tentang perangkat peraturan terinci yang bersifat amaliah 
dan harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama. 
Inilah yang secara sederhana disebut dengan fiqh 
                                                          
24Arfin Hamid, Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (sebuah pengantar dalam 
memahami realitasnya di Indonesia), (Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011) Hal. 113-
114 
25Ibid Hal. 115 
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- Kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis 
dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terinci itu disebut 
ushul fiqh, atau disebut juga dengan sistem metodologi fiqh. 
Fiqh dan Ushul Fiqh merupakan dua bidang yang berbeda, termasuk 
cakupannya.Akan tetapi sangat berkaitan, ketika menguraikan mengenai 
ketentuan tentang fiqh untuk menguatkan pembahasannya seringkali 
didahului dengan pengkajian mengenai status dan kekuatan dalil/ayat, hal ini 
adalah cakupan ushul fiqh. Demikian pula sebaliknya, dengan ushul fiqhakan 
melahirkan pemahaman yang memadai dan komprehensif, itulah yang 
disebut dengan fiqh.26 
Yang dimaksudkan dengan hukum Islam disini adalah fikih Islam(fiqh), 
sementara untuk syariat yang menjadi sumber fikih yang termasuk dalam 
cakupan pengertian hukum Islam. Jadi syariat atau syariat Islam diartikan 
tersendiri sebagai hukum yang berlaku universal dan sama untuk semua 
kondisi dan zaman, sedangkan hukum Islam yang diartikan dengan fikih 
memiliki sifat yang kondisional dan dapat berubah karena perbedaan daerah. 
Secara garis besar, ruang lingkup hukum Islam terdiri atas : 
1. Hukum ibadah 
2. Hukum muamalat yang terbagi menjadi : 
- Hukum Perkawinan (Munakahaat) 
- Hukum Perdata (Mu’amalat) 
                                                          
26Ibid  Hal. 121-122 
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- Hukum Pidana (Jinayat) 
- Hukum Tata Negara/Administrasi Negara (Ah-Kamus 
Sultaniyah) 
- Hukum Internasional (Ahmaud Dauliyah) 
- Hukum Acara (Muchasamaat) 
Menurut Azhar Basyir, hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia 
secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia 
dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan 
semuanya diatur dalam bidang mualamat dalam arti luas, baik yang bersifat 
perorangan maupun bersifat umum, misalnya perkawinan, pewarisan, hukum 
perjanjian, ketatanegaraan, kepidanaan, peradilan dan seterusnya.27 
Jika dihubungkan dengan ilmu hukum, dikenal adanya hukum privat 
dan hukum publik. Dalam hukum Islam pun dikenal adanya pembagian 
tersebut dengan ditambahkan satu kelompok lagi, yaitu hukum 
ibadat.Dengan demikian, dalam hukum Islam dikenal klasifikasi tersendiri, 
yaitu hukum privat Islam, hukum publikIslam, dan hukum ibadat.Klasifikasi 
yang disebutkan terakhir menunjukkan bahwa hukum Islam itu mencakup 
dua dimensi, dunia dan hari kemudian. 
                                                          
27Ibid Hal. 115-116 
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Berkaitan dengan pembagian hukum Islam tersebut, Musthafah 
Ahmad az Zarqa mengemukakan beberapa aspek Hukum Islam kedalam 
tujuh bidang, yaitu :28 
- Hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah, 
seperti shalat, puasa, haji, bersuci dari hadas dan sebagainya. Kelompok 
ini disebut dengan hukum ibadat 
- Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, 
seperti : perkawinan, perceraian, hubungan keturunan, nafkah keluarga, 
kewajiban anak terhadap orang tua dan sebagainya. Kelompok hukum ini 
disebut dengan hukum keluarga (al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah). 
- Hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam 
masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian 
persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, 
gadai, hibah, dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut hukum 
muamalat. 
- Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, 
seperti hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala negara, 
hak dan kewajiban penguasa dan rakyat timbale balik dan sebagainya. 
Kelompok hukum ini disebut Al-Ahkam as-Sulthaniyah atau as-Siyasah 
as-Syar’iyah. 
                                                          
28Ibid  Hal.  116-117 
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- Hukum-hukum yang berhubungan dengan kepidanaan, seperti macam-
macam perbuatan pidana dan ancaman pidana. Kelompok hukum ini 
disebut al-‘Uqubat dan sering juga disebut al-Jinayat. 
- Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negar Islam dengan 
negara-negara lain, yang terdiri dari aturan-aturan hubungan pada waktu 
damai dan pada waktu perang. Kelompok hukum ini disebut as-Sair. 
- Hukum-hukum yang berhubungan dengan budi pekerti,kepatutan, nilai 
baik dan buruk. Kelompok hukum ini disebut al-Adab. 
D. Peralihan Hak Dalam Hukum Islam 
Pengertian hak secara etimologis yaitu ketetapan dan 
kepastian.Adapun secara terminologi fiqh, hak yaitu sesuatu hukum yang 
telah ditetapkan secara syara’. Adapun pengertian milik secara etimologis 
yaitu penguasaan terhadap sesuatu, dan secara terminologis yaitu 
kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak 
secara bebas bertujuan mengambil selama tidak ada penghalang syar’i.29 
Hak milik dalam Islam selalu dihubungkan dengan keberadaan 
manusia sebagai khalifah di bumi yang bertugas untuk memakmurkan bumi 
sebagai manifestasi pertanggungjawabannya. Hak milik merupakan bagian 
dari pembahasan harta benda (al mal), yang merupakan kajian dari Fiqh 
Mu`amalat. Dalam fiqh mu’amalat harta memiliki kedudukan sangat penting 
                                                          
29 Harta dan Hak Milik Dalam Hukum IslamDiakses melalui 
http://www.bilismera.com/2015/12/Harta-dan-Hak-Milik-Dalam-Hukum-Islam.html pada 2 
Novemver 2016 Pkl. 21.20 Wita 
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karena berkaitan dengan syarat sahnya sebuah transaksi harta benda. 
Transaksi dapat dilakukan jika kepemilikan terhadap harta benda menjadi 
kepemilikan yang sah dan tidak ada sebab lain yang menghilangkan haknya 
dari orang yang melakukan transaksi tersebut. 
Secara mendasar Islam mengajarkan bahwa kepemilikan yang paling 
asasi dari seluruh harta adalah Allah, manusia menjadi pemilik atas harta 
hanya sebagai amanat dari Allah. Pemanfaatan kepemilikan oleh manusia 
sebatas sebagai makhluk yang harus sesuai dengan ketetapan-Nya, dan 
untuk tujuan yang yang telah ditetapkan melalui ajaran agama dan sunnah 
nabi-Nya. 
Ulama fiqih mengemukakan bahwa macam-macam hak dilihat dari 
berbagai segi, yaitu :30 
- Dari segi pemilik hak, Dilihat dari segi ini, hak terbagi menjadi tiga 
macam : 
a. Hak Allah SWT, yaitu seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri 
kepada Allah SWT, mengagungkan-Nya, seperti melalui berbagai 
macam ibadah, jihad, amar ma’ruf nahi munkar. 
Hak Allah SWT terealisasi dalam dua hal, yaitu : 
1. Hak taqarrub, yaitu hak-hak Allah atas manusia untuk 
mengagungkan dan melaksanakan syiar-syiar agamanya, 
                                                          
30 Macam-Macam Hak dalam Islam diakses melalui 
http://www.Islamcendika.com/2014/03/macam-macam-hak-dalam-Islam.html?m=1 pada 05 
November 2016 Pkl 19.08 Wita. 
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seperti shalat, puasa, haji, zakat, jihad, nazar dan amar ma’ruf 
nahi munkar. 
2. Hak publik (al-haq al’am), yaitu hak Allah atas semua manusia 
untuk mewujudkan kemaslahatan umum, seperti tidak berbuat 
kejahatan, pelaksanaan hukuman zina, tuduhan palsu, 
pencurian, minuman keras, pelaksanaan hukuman ta’zir atas 
berbagai pelanggaran umum seperti pelaku monopoli dalam 
dagang, dan penjagaan barang-barang milik umum seperi 
sungai, jalan, masjid, dan lain sebagainya. 
b. Hak manusia (haq al-‘ibad), yaitu hak yang pada hakikatnya untuk 
memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Hak ini ada 
yang bersifat umum, seperti menjaga (menyediakan) sarana 
kesehatan, menjaga ketentraman, melenyapkan tindakan 
kekerasan (pidana) dan tindakan-tindakan lain yang dapat merusak 
tatanan masyarakat pada umumnya.  
Hak manusia terbagi menjadi 2 (dua), antara lain : 
a. Hak yang dapat digugurkan 
Pada dasarnya, seluruh hak yang berkaitan dengan pribadi, 
bukan yang berkaitan dengan harta benda (materi) dapat 
digugurkan. 
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b. Hak yang tidak dapat digugurkan 
 Hak yang belum tetap 
 Hak yang dimiliki seseorang secara pasti berdasarkan 
atas ketetapan syara’ 
 Hak-hak yang apabila digugurkan berakibat pada 
perubahan hukum-hukum syara’ 
 Hak-hak yang di dalamnya terdapat hak orang lain. 
- Kemudian ulama fiqih juga membagi hak dari segi obyek hak tersebut, 
antara lain : 
a. Hak maali 
Hak yang berhubungan dengan harta, seperti hak penjual terhadap 
harga barang yang di jualnya dan hak pembeli terhadap barang 
yang dibelinya. 
b. Hak ghairu maali 
Hak-hak yang tidak berkaitan dengan harta benda atau materi 
seperti hak suamu untuk mentalak istrinya karena mandul. 
c. Hak asy-sakhsyi 
Hak-hak yang ditetapkan syara’ bagi pribadi berupa kewajiban 
terhadap orang lain seperti hak penjual untuk menerima harga 
barang yang dijualnya. 
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d. Hak al-aini 
Hak seseorang yang ditetapkan syara’ terhadap suatu dzat 
sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan 
mengembangkan haknya itu, seperti hak memiliki suatu benda. 
e. Hak mujarrad dan ghairu mujarrad 
Hak mujarrad adalah hak murni yang tidak meninggalkan bekas 
apabila di gugurkan melalui perdamaian atau pemanfaatan.Hak 
ghairu mujarrad adalah suatu hak yang apabila digugurkan atau 
dimaafkan meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan. 
 Ulama fiqih juga melihat hak dari kewenangan pengadilan (hakim) 
terhadap hak tersebut. Antara lain : 
- Hak diyaani (keagamaan) 
Hak-hak yang tidak boleh dicampuri atau intervensi oleh kekuasaan 
kehakiman. Misalnya, dalam persoalan hutang yang tidak dapat 
dibuktikan oleh pemberi utang, karena tidak cukup alat bukti di 
depan pengadilan. Sekalipun tidak dapat dibuktikan didepan 
pengadilan, maka tanggung jawab yang berhutang dihadapan Allah 
tetap ada dan di tuntut pertanggung jawabannya di akhirat kelak. 
- Hak qadhasi 
Seluruh hak dibawah kekuasaan pengadilan.Atau hakim dan 
pemilik hak itu mampu membuktikan haknya di hadapan hakim. 
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 Peralihan hak dapat ditafsirkan berpindahnya hak beserta kewajiban 
dari hak itu dari satu orang ke orang lain, atau satu subyek hukum kepada 
subyek hukum lainnya. Peralihan hak tidak hanya berdampak kepada yang 
memberikan atau mengalihkan hak tersebut, namun juga akan berdampak 
kepada penerima hak atau penerima peralihan hak itu sendiri.  
 Ada berbagai macam cara peralihan hak dalam hukum Islam, hal ini 
sesuai dengan karakteristik dari hak dalam hukum Islam itu sendiri. Antara 
lain : 
- Peralihan hak melalui perkawinan. 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam 
Pasal 1 mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-nan Yang Maha Esa.  
Peralihan hak melalui perkawinan bisa dikatakan juga sebagai 
peleburan hak individu laki-laki perempuan menjadi hak sebuah 
rumah tangga. Peralihan hak melalui perkawinan dapat dilihat dari 
segi kecakapan seorang yang telah melangsungkan perkawinan, 
sehingga dia memliki hak dan bertanggung jawab akan hak itu 
melalui kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi. 
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- Peralihan hak melalui hubungan anak dan orang tua 
Dalam hukum Islam, kedudukan anak-anak di dalam pewarisan 
dapat kita lihat di dalam Al-Qur’an Surah An-Nissa’ ayat 7 yang 
menyebutkan : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 
ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagia (pula) 
dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau 
banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” 
- Peralihan hak melalui hibah 
- Peralihan hak melalui wasiat 
Peralihan hak melalui wasiat erat kaitannya dengan peralihan hak 
melalui waris, dimana wasiat merupakan keinginan seseorang 
sebelum dia meninggal dunia untuk mengalihkan hak yang 
sebelumnya merupakan kekuasaannya kepada anak atau orang-
orang yang dikehendakinya.Pemberian harta sebelum orang 
meninggal dalam hukum Islam tidak boleh melebihi sepertiga dari 
harta warisannya. 
- Peralihan hak melalui waris 
- Peralihan hak melalui wakaf 
- Peralihan hak melalui sedekah 
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II. Tinjauan Umum Tentang Hibah 
A. Pengertian Hibah Menurut Hukum Islam 
Seseorang boleh menghadiahkan harta miliknya kepada seorang lain 
ketika hidupnya, atau ia memberikannya kepada seseorang sesudah ia mati 
melalui surat wasiat. Yang pertama dinamakan penyerahan inter vivos, yang 
kedua penyerahan dengan surat wasiat. Hukum Islam membenarkan kedua 
cara penyerahan ini, tetapi penyerahan inter vivos tidak ada batas mengenai 
jumlahnya, sedangkan penyerahan dengan surat wasiat terbatas pada 
sepertiga dari harta peninggalan yang bersih. Hukum Islam mengizinkan 
seseorang, memberikan sebagai hadiah semua harta miliknya ketika 
seseorang masih hidup, tetapi hanyalah sepertiga dari harta benda itu dapat 
diberikan dengan surat wasiat.31 
Istilah inggris “gift” mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan 
Islamhibah, dan kedua-duanya tidaklah dapat dicampur-baurkan. Istilah “gift” 
memiliki defenisi yang sangat umum dan meliputi perbuatan beri-memberi 
yang luas.Sedangkan Hibah mempunyai arti yang terbatas dan mempunyai 
arti hukum yang jelas perumusannya.Hibah adalah penyerahan sejumlah 
harta yang langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Kitab 
Durru’l Muchtar memberikan defenisi hibah sebagai “pemindahan hak atas 
harta miliki itu sendiri (in the substance) (tamliku’l-ain) oleh seseorang kepada 
                                                          
31Asaf A.A. Fyzee, Pokok-Pokok Hukum Islam II, (Jakarta : TINTAMAS, 1961), Hal. 
1. DIsesuaikan berdasarkan ejaan yang disempurnakan 
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orang lain tanpa pemberian balasan (‘iwadl), menjadikan seseorang pemilik 
atas barangnya (harta milik) itu sendiri (tamliku’l-ain) tanpa pertimbbangan 
(pemberian balasan) disebut hibah (pemberian), sedangkan menjadikan 
orang itu pemilik dari hasil keuntungan barang itu saja (tamliku’l-manaji’) 
tanpa pertimbangan (pemberian balasan) lainnya adalah ariah.32 
Perkataan hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai 
perbuatan hukum itu dikenal baik di dalam masyarakat hukum adat, hukum 
Islam maupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk 
Wetboek)yang selanjutnya disebut dengan BW. Hibah itu sendiri harus ada 
suatu persetujuan. Dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup dan harus 
diberikan secara Cuma-Cuma. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1666 BW 
yang mengatur bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dimana si penghibah 
di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak ditarik kembali 
menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang 
menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui hibah lain selain 
hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.33 
Hal ini harus dibedakan dengan hibah wasiat.Di dalam masyarakat 
hukum adat, hibah ini dilakukan sewaktu anak-anaknya sudah menikah dan 
dipisahkan dengan membuatkan rumah, memberikan pekarangan untuk 
                                                          
32Ibid  Hal. 2 
33 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, “Perspektif Hukum Perdata 
Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat” edisi revisi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Hal. 
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pertanian, ini harus dibedakan dengan weling (jawa) yang bersifat semacam 
wasiat. Yaitu sebelum orang meninggal, maka ia mengadakan ketetapan-
ketetapan yang ditujukan kepada ahli warisnya atau istrinya. Pertama, ia 
semasa hidupnya member petunjuk-petunjuk bagaimana harta bendanya 
akan dibagi waris kalau ia meninggal. Jadi barang-barangnya itu belum 
dibagi-bagikannya kepada ahli warisnya, melainkan masih dipegangnya, 
hanya kalau ia meninggal maka pembagian harta peninggalannya harus 
menurut petunjuk-petunjuk tersebut.34 
Hibah dapat didefenisikan sebagai pemberian, pemberian kepada 
orang yang telah memenuhi persayaratan untuk memberi hibah dan diberikan 
kepada orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah. 
Hibah identik dengan pemberian barang pada saat sang pemberi dan 
penerima hibah masih dalam keadaan hidup, atau masih memiliki status 
hukum sebagai subyek hukum. 
Dalam teori hukum Islam, hibah termasuk dalam kategori hukum 
Muamalat, dimana hukum Muamalat itu sendiri berhubungan dengan 
pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta 
penyelesaian persengketaan-persengketaan. Selaras dengan defenisi hibah 
dalam perspektif Burgerlijk Wetboek dengan hibah dalam perspektif hukum 
Islam, yakni hibah terkait persoalan kebendaan dan hak-hak atas kebendaan 
tersebut. 
                                                          
34Ibid 
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B. Rukun dan Syarat Sahnya Hibah 
Hibah termasuk dalam kategori hukum Muamalat dalam teori hukum 
Islam, dimana hukum Muamalat itu sendiri mengatur tentang pergaulan hidup 
dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian 
persengketaan-persengketaan. Hukum Muamalat itu sendiri mencakupi 
perjanjian jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan 
sebagainya. Dengan kata lain hukum Muamalat mencakupi hubungan hukum 
terhadap benda antara manusia satu dengan manusia lainnya. 
Rukun hibah berdasarkan hukum Islam terbagi menjadi tiga bagian, 
antara lain :35 
- Pernyataan tentang pemberian itu oleh yang memberi hadiah 
(idjab), 
- Diterimanya pemberian itu oleh yang diberi hadiah (qabul), 
- Penyerahan milik itu (qabdlah). 
Sedangkan syarat-syarat hibah menurut ulama Hanabilah terdiri dari:36 
- Hibah dari harta yang boleh ditasarufkan 
- Terpilih dan sungguh-sungguh 
- Harta yang diperjualbelikan 
- Tanpa adanya pengganti 
                                                          
35Asaf A.A. Fyzee, Pokok-Pokok Hukum Islam II, (Jakarta : TINTAMAS, 1961), Hal. 
3. DIsesuaikan berdasarkan ejaan yang disempurnakan 
36  Pengertian, Syarat-Syarat, Rukun Hibah Diakses melalui 
http://www.pengertianahli.com/2014/07/pengertian-syarat-rukun-hibah.html pada 03 
November 2016, Pkl 20.52 Wita. 
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- Orang yang sah memilikinya 
- Sah menerimanya 
- Diterima walinya, sebelum penerima cukup umur 
- Menyempurnakan pemberian 
- Tidak disertai syarat waktu 
- Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, 
dan rasyid) 
- Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan. 
Syarat-Syarat Penghibah:37 
- Memiliki apa yang dihibahkan. 
- Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu 
alasan. 
- Penghibah orang dewasa, sebab anak-anak kurang 
kemampuannya. 
- Penghibah tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang 
mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya. 
Syarat-Syarat Penerima Hibah: 
- Benar-benar ada di waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, 
atau diiperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka 
hibah tidak sah. 
                                                          
37 Pengertian Hibah, Hukum, Rukun dan Syarat-Syarat Sahnya Diakses 
melaluihttp://www.jadipintar.com/2014/11/pengertian-hibah-hukum-rukun-dan-syarat-Syarat-
Sahnya.html .  Pada 03 November 2016 Pkl 21.00 Wita 
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- Apabila penerima hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan 
tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh 
walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun 
dia orang asing. 
Syarat-Syarat Objek Hibah: 
- Benar-benar ada. 
- Harta yang bernilai. 
- Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa 
yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya 
dapat berpindah tangan; maka tidak sah menghibahkan air di 
sungai, ikan di laut, burung di udaara, masjid-masjid atau 
pesantren. 
- Tidak berhubungan dengan tempat milik si pemberi, seperti 
menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. 
Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan 
kepada si penerima, sehingga menjadi milik baginya. 
- Dikhususkan; Yakni tidak untuk umum, sebab pemegangan 
dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (untuk siapa) 
seperti halnya jaminan. (Malik, Asy-Syafi'i Ahmad dan Abu Tsur 
berpendapat tidak disyaratkannya sarat ini, kata  mereka hibah 
untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu tetap sah.) 
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Dalam ketentuan BW yang masih digunakan di Indonesia, syarat-
syarat hibah ditentukan pada Pasal 1882 yang mengatur bahwa penghibaan 
itu harus dilakukan dengan akta notaris terutama untuk barang tidak 
bergerak, sedangkan untuk barang bergerak dapat dihibahkan begitu saja, 
maka suatu penghibahan yang dilakukan diluar dari itu adalah batal. Akta 
notaris ini merupakan syarat mutlak dari sahnya suatu hibah, dengan 
sendirinya kalau hibah dibuat dengan cara dibawah tanga adalah batal.38 
C. Penarikan Kembali Hibah Yang Telah Diberikan 
Sunnah Nabi Muhammad Saw menunjukkan bahwa beliau dengan 
tegas tidak menyukai penarikan kembali suatu pemberian. Dan hal ini dapat 
dimaklumi, sebab dahulunya sebagaimana juga sekarang ini kebiasaan 
memberi hadiah telah memperbaiki hubungan sesama manusia dan telah 
memperbaiki hubungan sesama manusia dan telah membuka jalan kearah 
kerukunan sesama manusia. Dalam hukum hanafi, penarikan kembali suatu 
pemberian dianggap sebagai hal yang tidak disukai, jika ditinjau dari segi 
akhlak dalam beberapa hal tidaklah demikian diangggap sah. Dan dalam 
hubungan ini, penarikan pemberian dapat ditafsirkan sebagi talaq yang 
merupakan perbuatan tercela.39 
                                                          
38   Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, “Perspektif Hukum Perdata 
Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat” edisi revisi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Hal. 
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Menurut hukum Islam, semua perhubungan (transaksi) atas dasar 
suka rela dapat dicabut kembali.Jadi, penarikan kembali aadalah salah satu 
sifat dari hukum pemberian. Tetapi, tidak semua pemberian dapat dicabut 
kembali. Pencabutan kembali suatu pemberian yang telah disempurnakan 
hanyalah mungkin dengan jalan pengadilan atau dengan persetujuan orang 
yang memberi. Suatu pernyataan dari si pemberi tidaklah cukup untuk 
menarik kembali pemberian.40 
Penarikan kembali, tidak halal bagi seseorang menarik kembali 
sesuatu pemberian kepada siapa pun, kecuali orang tua yang menarik 
kembali pemberian kepada anaknya. Dengan demikian, orang dapat menarik 
kembali hibah yang telah diserahkan kepada anaknya. Berdasarkan riwayat 
Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang disandarkan kepada Nabi : “Tidak halal 
seseorang menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian ayah kepada 
anaknya, jika ayah menghibahkan sesuatu kepada cucunya sampai garis ke 
bawah boleh ditarik kembali.41 
Mengenai alasan-alasan pembatalan hibah diatur dalam Pasal 1688 
BW, yang menyebutkan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali 
maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut :42 
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- Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dimana penghibahan telah 
dilakukan, 
- Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu 
melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si 
penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah, 
- Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si 
penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. 
Dalam hukum Islam, di atur bahwa ada beberapa hibah yang tidak 
dapat ditarik kembali, antara lain :43 
- Pemberian kepada seseorang yang berhubungan dengan orang 
yang memberi dalam rangka pertalian yang terlarang (kawin-
mengawini) 
- Dari seorang istri kepada suaminya atau dari suami ke istrinya. 
- Bilamana yang memberi atau yang menerima meninggal dunia. 
- Bilamana barang yang diberikan itu telah hilang atau hancur. 
- Bilamana barang yang diberikan itu telah dipindahkan oleh yang 
menerima melalui pemberian, penjualan atau tindakan-tindakan 
lainnya. 
- Bilamana barang pemberian itu telah bertambah nilainya, biar 
apapun yang menyebabkan tambahan itu. 
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- Bilamana si pemberi telah menerima penggantian kerugian 
(‘iwadl) untuk pemberian tersebut. 
- Bilamana pemberian itu mempunyai tujuan keagamaan atau 
kerohanian, sebab dalam keadaan yang demikian pemberian itu 
bersifat sadaqah. 
III. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam 
Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang juga berlaku di 
Indonesia mempunyai kedudukan dan arti yang sangat penting dalam rangka 
pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya yakni baik pembangunan 
dunia maupun pembangunan akhirat, dan baik dibidang materiel, maupun 
dibidang mental-spiritual.44 
Di Indonesia sendiri dikenal adanya Kompilasi Hukum Islam atau KHI, 
dimana sebagai rujukan hukum bagi umat muslim dalam hal aturan 
keperdataan masyarakat Indonesia disamping BW. Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia memiliki dasar hukum yakni Instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama 
Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang pelaksanaan Instruksi 
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. 
Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat menyatukan hakim-hakim 
Peradilan Agama di Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah yang 
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dimajukan kepada mereka. Selain daari itu, seperti dikemukakan oleh Wasit 
Aulawi, Kompilasi Hukum Islam mudah-mudahan dapat (1) memenuhi asas 
manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam hukum Islam, (2) 
mengatasi berbagai masalah khilafiyah, (3) mampu menjadi bahan baku dan 
berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional.45 
Ketentuan mengenai hibah diatur dalam Pasal 210 sampai dengan 
Pasal 214 pada BAB VI Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan. 
Pasal 210 mengatur tentang (1) orang yang telah berumur sekurang-
kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat 
menghibahkan. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari 
penghibah. 
Kemudian dalam Pasal 211 mengatur tentang hibah dari orang tua 
kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 mengatur 
tentang penarikan hibah, dimana hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali 
hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 213 mengatur tentang hibah yang 
diberikan pada satu penerima hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan 
kematiannya, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya. Pasal 
214 mengatur tentang warga negara Indonesia yang berada di negara asing 
dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik 
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Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan ketentuan pasal-
pasal ini.46 
IV. KOMPETENSI PERADILAN AGAMA 
A. Kewenangan Pengadilan Agama 
Pengaruh Peradilan Agama selama ini mengalami pasang-surut, 
sebelum Indonesia merdeka Pengadilan Agama telah berperan dalam 
penyelesaian sengketa pada masyarakat muslim meskipun pada awalnya 
hanya pada pengadilan serambi atau di sebut dengan mediasi yang diadakan 
di serambi masjid dan sistem peradilan ini seluruh materi yang dipakai adalah 
hukum islam. Menurut Van de Berg dalam teori receptie in complex 
menyatakan bahwa syari’at Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-
pemeluknya, karena pengaruh teori ini pemerintah Hindia – Belanda pada 
tahun 1882 mendirikan Peradilan Agama yang ditujukan kepada warga 
masyarakat yang memeluk agama Islam. Kemudian teori ini di tentang oleh 
van Vollehoven dan Snouck Hurgronje sebagai pencipta teori baru yaitu teori 
Receptie yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan selagi 
tidak bertentangan dengan hukum adat, teori receptie ini kemudian dibantah 
lagi oleh Sajuti Thalib yaitu teori receptie in contrario. Teori tersebut 
merupakan pengembangan dari teori Hazairin “bahwa hukum Islam yang 
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berlaku bagi rakyat adalah hukum agama, maka hukum adat berlaku apabila 
tidak bertentangan dengan hukum Islam.”47 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan 
salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 
bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan 
Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan 
salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk 
menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari 
keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan 
ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama 
tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan 
agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk 
pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan 
pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar’iyah 
dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan 
qanun.48 
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B. Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Peradilan Agama 
Kompetensi berasal dari bahasa Belanda competentie yang artinya 
kewenangan atau kekuasaan, kompetensi absolute berarti kompetensi atau 
wewenang yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan 
pengadilan. Kompetensi absolut identik dengan keweangan absolute suatu 
lembaga peradilan yang tidak dapat digantikan dengan peradilan 
lainnya.Misalnya kewenangan Peradilan Agama dalam hal memeriksa dan 
mengadili perkara berbeda dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha 
Negara dalam hal memeriksa dan mengadili perkara.Kompetensi absolut ini 
merupakan kompetensi yang bertujuan agar tidak adanya tumpang tindih 
antara satu lembaga peradilan dengan lembaga peradilan yang lainnya. 
1. Kompetensi Absolut 
Kewenangan/kompetensi absolut peradilan merupakan kewenangan 
lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara 
berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut 
amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-undang No. 4 Tahun 
2004, kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berada di bawah 
Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di 
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bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan 
Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.49 
Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung ini, merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. 
Oleh Karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan (to enforce the truth and justice), 
dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (state court). Dengan 
demikian, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU 
No. 4 Tahun 2004 merupakan landasan sistem peradilan negara (state court 
system) di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau 
separation court system based on jurisdiction.50 
Mengenai sistem pemisahan yurisdiksi dianggap masih relevan dasar-
dasar yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 
Tahun 1970, antara lain :51 
- Didasarkan pada lingkungan kewenangan, 
- Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu 
atau diversity jurisdiction, 
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50 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Hal. 
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- Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya 
kewenangan absolute atau yurisdiksi absolute pada masing-
masing lingkungan sesuai dengan subject matter of jurisdiction, 
- Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang 
mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang 
kepadanya. 
Kewenangan Peradilan Agama diatur pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 
2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 
mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai : 
- Perkawinan, 
- Kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan 
Hukum Islam), 
- Wakaf dan Sadaqah52 
2. Kompetensi Relatif 
Kompetensi relatif adalah kompetensi yang berkaitan dengan wilayah 
hukum suatu pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 118 HIR (Pasal 142 
RBg), sebagai azas ditentukan bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat 
tinggal(mempunyai alamat, domicile) yang wenang memeriksa gugatan atau 
tuntutan hak actor sequitor forum rei (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RBg). 
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Jadi gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tergugat 
tinggal.53 
Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan 
yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan 
pengadilan yangsama jenis dan tingkatan. Kewenangan relatif adalah 
kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam 
lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan 
dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat 
kediaman atau domisili pihak yang berperkara.54 
Setiap Pengadilan Negeri terbatas daerah hukumnya.Hal itu sesuai 
dengan kedudukan Pengadilan Negeri, hanya berada pada wilayah tertentu. 
Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum  
mengatur bahwa : 
- Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota 
Kabupaten, dan 
- Daerah hukumnya, meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten 
yang bersangkutan. 
Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi 
relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Meskipun perkara yang 
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disengketakan termasuk yurisdiksi absolute lingkungan Peradilan Umum, 
sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun 
kewenangan absolut itu, dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relative. 
Jika perkara yang terjadi berada diluar daerah hukumnya, secara relatif 
Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya.Apabila terjadi 
pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (exceeding 
its power).Tindakan itu berakibat pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan 
dalam perkara itu, tidak sah. Oleh karena itu, harus dibatalkan atas alasan 
pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan itu, harus dibatalkan atas alasan 
pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dilakukan oleh Pengadilan Negeri 
yang tidak berwenang untuk itu.55 
Hal tersebut diatas selaras pula dengan kewenangan Peradilan 
Agama, dimana kompetensi absolut Peradilan Agama tidak terlepas daripada 
kompetensi relatif Peradilan Agama itu sendiri. Peradilan Agama berwenang 
untuk mengadili perkara tentang perkawinan maupun kewarisan bagi umat 
Islam namun, tetap mellihat kompetensi relatif dari Peradilan Agama itu 
sendiri, misalnya melihat domisili tergugat dalam persoalan perkawinan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini 
digunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum 
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer, bahan pustaka atau 
bahan sekunder lainnya. Penelitian ini akan berfokus untuk mencari 
berbagai permasalahan yang timbul terhadap kasus penarikan hibah orang 
tua terhadap anak. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Pinrang yakni di 
Pengadilan Agama Pinrang dan di Kota Makassar dalam hal ini 
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan perpustakaan 
umum Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer yaitu 
wawancara kepada hakim, Notaris Kabupaten Pinrang, Dosen UINdan data 
sekunder berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar 
(koran), dan berita internet yang relevan dengan penelitian ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik 
pengumpulan data yaitu sebagai berikut : 
a. Studi Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilakukan dengan cara data-data dikumpulkan 
dengan membaca buku-buku ataupun perundang-undangan 
berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
b. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data langsung. 
Penelitian lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai 
berikut : 
(1) Dokumentasi 
Cara mendapatkan data yang sudah ada didokumentasikan 
pada instansi yang terkait. 
(2) Wawancara 
Cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan langsung kepada narasumber, dalam hal ini Hakim 
Pengadilan Agama Pinrang, Notaris di Kabupaten Pinrang dan 
Dosen UIN 
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D. Analisis Data 
Analisis data merupakan upaya mengolah data menjadi informasi, 
sehingga karakteristik atau data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan 
bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan 
kegiatan penelitian. Hasil analisis tersebut dapat ditafsirkan untuk menjawab 
suatu permasalahan yang dikaji. Data yang diperoleh melalui studi pustaka 
akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitudengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai 
penarikan hibah orang tua terhadap anak. 
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 BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Kedudukan Hukum Hibah dari Orang Tua terhadap Anak menurut 
Hukum Islam 
Salah satu perbuatan hukum berupa peralihan hak atas harta yang 
sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari antara subjek hukum yang 
satu kepada subjek hukum lainnya adalah Hibah. Dalam ajaran Islam, 
hukum hibah diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Berdasarkan firman Allah 
SWT “Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan 
orang yang meminta-minta”.1 Allah SWT mensyariatkan hibah karena di 
dalamnya terkandung upaya memperkuat tali kasih sayang di antara 
manusia. 
Praktik hibah bisa dilakukan oleh siapa saja sepanjang telah 
memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan, seperti suami yang menghibahkan sebagian hartanya kepada 
istrinya atau umat islam yang menghibahkan sebagian hartanya kepada 
lembaga-lembaga pendidikan, sosial dan dakwah islam.Selain praktik 
hibah sebagaimana yang dikemukakan di atas, praktik hibah yang juga 
sering terjadi adalah hibah antara orang tua kepada anak-anaknya, 
khususnya hibah yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. 
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Dalam Hukum Islam, hibah orang tua terhadap anaknya adalah 
tindakan yang dilakukan oleh orang tua sebagai tanda kasih sayang 
terhadap anaknya. Seperti petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad 
SAW:2 
“Aku mendengar Nu’man bin Basyir diatas mimbar berkata: Ayahku 
memberikan kepadaku akan satu pemberian, Lalu ‘Amrah binti 
Rawahah (ibunya) berkata: Aku tidak ridha hingga dipersaksikan 
kepada Rasulullah SAW. Lalu ia (ayah Basyir) mendatangi Rasulullah 
saw lalu ia berkata: Sesungguhnya aku telah memberikan kepada 
putraku ini yang berasal dari ‘Amrah binti Rawahah suatu pemberian, 
lalu istri menyuruhku agar aku persaksikan kepadamu ya Rasulallah. 
Lalu Rasulullah saw bertanya: Apakah engkau berikan juga kepada 
anakmu yang lainnya yang semisal ini. Ia menjawab: Tidak. Rasulullah 
saw bersabda: “Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah 
kalian di antara anakmu” Ia berkata: “Kemudian ia pulang lalu 
mengembalikan pemberiannya.” (HR. Bukhari). 
Dalam hadis lain disebutkan “Samakanlah dalam pemberian kepada 
anak-anakmu, jika kamu akan melebihkan di antaranya, lebihkanlah yang 
perempuan”. 
Hadis ini merupakan salah satu dasar hukum, bahwa dalam hal 
pemberian kepada anak-anak orang tua haruslah adil dan 
menyamaratakan antara mereka, sehingga tidak terjadi permasalahan 
yang dapat menghancurkan keharmonisan dan terjadinya ketimpangan 
dalam keluarga. Namun persamaan dalam pemberian tersebut haruslah 
mencerminkan keadilan. 
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Beberapa poin yang perlu diperhatikan dari hadis ini ialah pertama: 
persamaan dalam pemberian, kedua: apakah persamaan dalam 
pemberian tersebut telah mencerminkan keadilan, dan ketiga: penarikan 
kembali hibah. Ketiga hal ini telah menimbulkan perdebatan yang panjang 
di antara para ulama. 
Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa pemberian kepada 
anak itu haruslah (wajib) sama, maksudnya pemberian yang berimbang 
tanpa membeda-bedakan apakah itu berdasarkan jenis kelamin atau 
kondisi tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa adil yang dimaksud 
adalah pemberian yang berdasarkan bagian waris dari masing-masing 
anak yaitu 2 (dua) berbanding 1 (satu) bagi anak laki-laki dengan anak 
perempuan. Pendapat lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 
adil dalam pemberian itu adalah pemberian yang sama antara anak-anak. 
Terdapat perbedaan mengenai hukum dari persamaan tersebut, apakah 
hukum persamaan dalam pemberian itu wajib atau sunnah?. Mengenai 
hal ini sebagian ulama berpendapat bahwa pada dasarnya persamaan 
dalam pemberian kepada anak merupakan kewajiban yang harus 
dilaksanakan sedangkan pelebihan di antara mereka adalah haram, akan 
tetapi apabila pelebihan di antara anak itu dengan alasan yang dapat 
dibenarkan seperti salah satu dari anak tersebut memiliki kebutuhan yang 
sangat atau karena miskin atau karena kesibukannya dengan ilmu atau 
56 
 
juga karena fasik dan bid’ahnya juga yang lainnya, maka dalam kondisi 
seperti ini pemberian yang lebih di antara mereka dapat dibenarkan.3 
Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa dalam islam 
sendiri mengakui eksistensi praktik hibah yang dilakukan oleh orang tua 
terhadap anaknya dengan segala pengaturan yang ada di dalamnya, 
bahkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat dilihat dari 
pengaturan tentang pembagian harta dari orang tua yang harus diberikan 
secara adil kepada anak-anak. 
Pada masa sekarang ini, praktik hibah khususnya hibah yang diberikan 
oleh orang tua terhadap anaknya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, mulai dari Pasal 210 sampai 
dengan Pasal 214. 
Dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa:4 
(1). Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun 
berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan 
sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau 
lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. 
(2). Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari 
penghibah. 
Pasal di atas menunjukkan bahwa orang yang telah dewasa dan 
dianggap cakap berdasarkan undang-undang dapat menghibahkan paling 
banyak 1/3 dari harta benda miliknya kepada orang lain atau lembaga di 
                                                          
3Ibid. 
4Lihat Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. 
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hadapan dua orang saksi. Jika dikaitkan dengan praktik hibah yang 
diberikan oleh orang tua kepada anak, maka orang tua hanya dapat 
menghibahkan paling banyak 1/3 dari harta benda yang dimiliki kepada 
anaknya, dengan tetap memerhatikan bagian harta yang menjadi hak 
anak-anak yang lainnya. 
Pengaturan lebih spesifik mengenai hibah orang tua terhadap anaknya 
diatur dalam Pasal 211 dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:5 
Pasal 211 menentukan bahwa “Hibah dan orang tua kepada anaknya 
dapat diperhitungkan sebagai warisan.” 
Pasal 212 menentukan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, 
kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” 
Berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat bahwa 
hibah yang telah diberikan oleh orang tua kepada anak dapat dihitung 
sebagai warisan, Hal ini menunjukkan bahwa apabila orang tua telah 
meninggal maka bagian yang telah diterima anak dari orang tua ketika 
orang tua masih hidup dapat dikategorikan sebagai bagian dari warisan 
yang menjadi haknya. Penjelasan lebih lengkap mengenai Pasal 211 
Kompilasi Hukum Islam dikemukakan oleh Dede Ibin, yang berpendapat 
bahwa:6 
                                                          
5Lihat Pasal 211 dan 212 Kompilasi Hukum Islam. 
6Amrie Hakim, 2012, Hibah Orang Tua kepada Anak-Anaknya dan Kaitannya dengan 
Waris, diakses dari www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5203/hibah-orang-tua-kepada-
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“Pengertian dapat yang terdapat dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum 
Islam tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah 
satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa 
warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan 
hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta 
warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli 
waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada 
sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada 
sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan 
sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang 
sudah diterima dengan porsi warisan yang harus diterimanya, apabila 
hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka 
tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi 
warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk 
diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.” 
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa jika hibah yang diberikan oleh 
orang tua kepada anak ternyata dipermasalahkan oleh saudara-saudara 
dari anak tersebut maka solusi yang dapat ditempuh adalah dengan 
menghitung pemberian hibah tersebut sebagai bagian dari warisan yang 
menjadi hak anak tersebut, sehingga anak-anak yang lain juga bisa 
memperoleh haknya.  
Selanjutnya dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menentukan 
bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua 
terhadap anaknya. Berdasarkan pengaturan ini dapat dilihat bahwa pada 
dasarnya hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau 
dibatalkan. Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh 
menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apapun. Alasan 
Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW “Orang yang meminta 
                                                                                                                                                               
anak-anaknya-dalam-kaitannya-dengan-hukum-waris/, diakses tanggal 30 Desember 
2016. 
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kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air 
ludahnya”.7 Dalam kaitan ini Imam Syafi’i mengatakan “tidak boleh bagi 
penghibah meminta kembali pada hibah, apabila ia telah menerima dari 
hibah itu imbalan, sedikit atau banyak”.8 Dengan demikian, dalam 
perspektif Imam Syafi’i hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si 
penghibah memberi hibah dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. 
Namun, penarikan atau pembatalan hibah ini dikecualikan dalam praktik 
hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Hal ini sejalan 
dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim 
menyebutkan bahwa:9 
“Tidak halal bagi salah seorang kamu memberikan suatu pemberian 
atau menghibahkan suatu hibah kemudian menariknya kembali 
pemberian atau hibahnya tersebut, kecuali seorang ayah terhadap 
apa yang ia berikan kepada anaknya. Perumpamaan orang yang 
memberikan suatu pemberian kemudian ia menarik kembali, seperti 
seekor anjing yang makan, apabila ia kenyang lalu ia muntah, 
kemudian kembali (memakan muntahnya tersebut). 
Berdasarkan hadis tersebutterlihat bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak 
menyetujui adanya pembatalan atau penarikan hibah yang dilakukan, 
karena hal ini dapat merenggangkan hubungan antara si pemberi hibah 
dan penerima hibah. Sebagaimana diketahui bahwa esensi dari hibah 
adalah pemberian secara sukarela dari seorang pemberi hibah kepada 
penerima hibah yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat 
                                                          
7Kunhari, 2008, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 1688 KUHPerdata tentang 
Kebolehan Penarikan Kembali Hibah, Skripsi, Sarjana dalam Ilmu-Ilmu Syari’ah, Fakultas 
Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang, hlm. 72.  
8Ibid, hlm. 73. 
9Tyas Pangesti, 2009, Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya, Tesis, Magister 
Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro,Semarang, hlm. 58. 
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merekatkan kasih sayang di antara sesama mereka. Jika hibah yang telah 
diberikan malah diminta kembali oleh si pemberi hibah, penulis menilai 
bahwa tindakan tersebut sangat tidak etis karena cenderung member 
dengan tidak ikhlas yang dapat berujung pada keretakan hubungan di 
antara pemberi hibah dan penerima hibah. 
Meskipun memiliki dampak yang buruk jika menarik atau membatalkan 
hibah yang telah diberikan, namun penarikan atau pembatalan hibah 
diperbolehkan jika yang memberikan hibah adalah orang tua terhadap 
anak-anaknya. Mengenai alasan pengecualian ini tidak djelaskan secara 
spesifik dalam penjelasan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan literatur 
lainnya.Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu hakim di Pinrangyang 
mengatakan bahwa sebenarnya Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur 
secara jelas apa yang menjadi alasan pengecualian penarikan hibah dari 
orang tua kepada anak. Terkait penarikan hibah ini bisa dilakukan adalah 
karena orang tua sebagai wali dari anak-anak sehingga masih memiliki 
kekuasaan penuh untuk mengurus dan mengatur anak-anaknya. 
Meskipun jika mengikuti peraturan perundang-undangan bahwa anak 
yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah dianggap telah dewasa 
dan dapat bertindak sendiri sehingga telah dapat secara bebas 
menentukan jalan hidupnya sendiri, namun secara moral mereka masih 
memiliki kewajiban untuk patuh kepada perintah orang tua.Oleh karena 
itu, apabila orang tua sudah menghibahkan harta kepada anaknya karena 
menyayangi anaknya, namun jika ternyata anaknya tersebut adalah anak 
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yang durhaka kepada orangtua yang mengakibatkan kemarahan dari 
orangtuanya maka, orang tua tersebut diperbolehkan menarik hibahnya.10 
Selain itu terkait penarikan hibah ini berdasarkan hasil wawancara 
yang lakukan kepada salah satu dosen Universitas Islam Negeri Makassar 
(UIN), dikatakan bahwa: 
“Pada dasarnya harta orang tua juga merupakan harta anak, dengan 
demikian anak memiliki  hak atas harta tersebut. Jadi adalah hal yang 
benar jika dalam pemberian hibah yang mengurangi porsi anak-anak 
yang lain, pemberian hibah tersebut tidak disetujui bahkan boleh ditarik 
oleh orang tuanya.”11 
Terkait dengan penarikan dan pembatalan hibah ini, untuk dapat 
melakukan penarikan atau pembatalan hibah harus memenuhi beberapa 
persyaratan. Dalam hukum islam sendiri khususnya dalam Kompilasi 
Hukum Islam tidak menjelaskan secara spesifik mengenai syarat-syarat 
yang harus dipenuhi agar dapat melakukan penarikan atau pembatalan 
hibah. Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu 
notaris di Pinrang yang mengatakan bahwa syarat-syarat agar dapat 
melakukan pembatalan hibah berdasarkan pengaturan dalam hukum 
islam diantaranya:12 
1. Penarikan atau pembatalan hibah harus diajukan oleh pemberi 
hibah (orang tua) atau ahli waris (anak-anak); 
                                                          
10 Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Yakni H. Kamaluddin 
pada tanggal 7 Dsember 2017 
11 Hasil Wawancara dengan salah satu dosen UIN yakni H. Thahir Maloko pada tanggal 23 Januari 
2017 
12Hasil wawancara notaris di Pinrang yakni Risna Mansyur pada tanggal 7 Desember 2017 
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2. Permohonan Penarikan atau pembatalan hibah dapat diajukan jika 
hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya melebihi 1/3 
dari harta yang dimiliki orang tua sehingga mengurangi atau 
menghilangkan bagian dari anak-anak yang lain; dan/atau 
3. Permohonan penarikan atau pembatalan hibah dapat diajukan 
apabila penerima hibah (anak) memeroleh hibah yang diberikan 
orang tua dengan iktikad buruk. 
Apabila dibandingkan dengan ketentuan pembatalan hibah dalam 
KUHPerdata yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata dapat dilihat 
bahwa pada prinsipnya suatu hibah itu tidak dapat ditarik kembali, namun 
berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang 
dan mengingat keadaan tertentu, suatu hibah itu dimungkinkan untuk 
ditarik kembali oleh si pemberi hibah. 
Penarikan terhadap suatu hibah hanyalah dimungkinkan berdasarkan 
alasan-alasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1688 
KUHPerdata, yaitu:13 
1. Apabila tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan 
telah dilakukan; 
2. Apabila si penerima hibah telah bersalah melakukan atau 
membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil 
nyawa si penghibah; 
                                                          
13Lihat Pasal 1688 KUHPerdata. 
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3. Apabila si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah 
kepada si penghibah, setelah si pemberi hibah jatuh dalam 
keadaan miskin atau pailit. 
Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan 
KUHPerdata sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa 
penarikan atau pembatalan hibah boleh dilakukan, sepanjang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Adapun menurut penulis 
perbedaan antara pengaturan penarikan atau pembatalan hibah dalam 
Kompilasi Hukum Islam dengan KUHPerdata yaitu dalam Kompilasi 
Hukum Islam ketentuan mengenai penarikan atau pembatalan hibah 
hanya boleh dilakukan terhadap hibah yang diberikan oleh orang tua 
kepada anaknya, selain itu tidak diperbolehkan. Sedangkan dalam 
KUHPerdata hanya menjelaskan secara umum mengenai penarikan atau 
pembatalan hibah tanpa merujuk pada subjek hukum tertentu, sehingga 
hal tersebut disimpulkan bahwa ketentuan mengenai penarikan atau 
pembatalan hibah dalam KUHPerdata dapat dilakukan oleh siapa saja 
yang melakukan praktik hibah sepanjang telah memenuhi syarat 
sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Selanjutnya dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam ditentukan 
bahwa “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan 
sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan 
dari ahli warisnya”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa apabila si pemberi 
hibah memberikan hibah dalam keadaan sakit yang parah yang berujung 
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pada kematian maka tindakan pemberian hibah tersebut harus atas 
persetujuan dari para ahli waris si pemberi hibah. Jika dikaitkan dengan 
hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, maka meskipun si 
anak yang akan diberikan hibah oleh orang tuanya yang sedang sakit 
parah juga merupakan ahli waris dari orang tuanya, tetap tindakan 
pemberian hibah tersebut harus mendapat persetujuan dari saudara-
saudaranya yang lain. Pengaturan terakhir dalam Bab khusus tentang 
hibah yaitu dalam Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan 
bahwa:14 
“Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat 
membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik 
Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan 
ketentuan Pasal-Pasal ini”. 
Berdasarkan penjelasan mengenai hibah di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa kedudukan hukum hibah dari orang tua terhadap 
anaknya dalam hukum Islam telah jelas pengaturan atau landasannya 
baik yang termuat dalam hadis Nabi yang menjelaskan mengenai aturan 
dalam melakukan hibah maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada 
dasarnya kedudukan hibah dalam pengaturan tersebut adalah bersifat 
pilihan, tergantung dari pemilik hibah apakah bersedia memberikan 
hartanya atau tidak. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu dosen 
UINberdasarkan hasil wawancara penulis yang mengatakan bahwa 
                                                          
14Lihat Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam. 
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“pemberian hibah adalah menjadi hak dari si pemberi hibah.”15Perbedaan 
mendasar antara hibah pada umumnya dan hibah antara orang tua dan 
anak adalah adanya kebebasan yang diberikan oleh aturan dalam hukum 
Islam kepada orang tua untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan 
kepada anaknya, sedangkan penarikan hibah yang bukan antara orangtua 
dan anak secara tegas dilarang dalam hukum islam. 
B. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Pinrang terhadap 
Ketentuan Hukum Islam Menyangkut Penarikan Hibah Orang Tua 
Terhadap Anak 
Pada dasarnya praktik hibah yang dilakukan oleh umat manusia 
bertujuan untuk lebih mempererat hubungan baik di antara sesamanya, 
termasuk hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya juga 
ditujukan sebagai ungkapan kasih sayang orang tua terhadap anak. 
Meskipun memiliki tujuan mulia, namun bukan berarti dalam 
pelaksanaannya tidak terdapat masalah di dalamnya yang dapat memicu 
terjadinya sengketa di antara mereka dan bahkan mengikutsertakan  
pihak lain dalam sengketa tersebut, terutama jika melibatkan para ahli 
waris yang memiliki hak atas harta yang dihibahkan. 
Permasalahan yang menyangkut hibah bahkan sampai berujung di 
pengadilan sudah lazim terjadi, salah satunya yaitu permasalahan yang 
saat ini diteliti oleh Penulis yang mana permasalahan tersebut sudah 
                                                          
15 Hasil Wawancara dengan salah satu dosen UIN yakni H. Thahir Maloko pada tanggal 23 Januari 
2017 
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memiliki putusan Pengadilan Agama, yaitu kasus pembatalan hibah yang 
dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dalam Putusan Nomor 
432/Pdt.G/2012/PA.Prg. Terkait pertimbangan hakim Pengadilan Agama 
terhadap kasus ini, sebelum membahas mengenai pertimbangan hakim 
tersebut, terlebih dahulu Penulis akan memaparkan posisi kasus 
pembatalan hibah yang menjadi objek penelitian Penulis. 
Kasus pembatalan hibah ini terjadi antara Hj. Andi Sori binti Katjong 
selaku penggugat dengan Andi Yukriati binti Andi Tamma selaku 
tergugat.Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 12 
(dua belas) orang anak, salah satunya adalah tergugat. Penggugat 
memiliki sebidang tanah seluas 513 m2(lima ratus tiga belas meter 
persegi) serta bangunan rumah panggung (rumah tinggal terbuat dari 
kayu) yang berdiri di atasnya, yang berlokasi di Jalan Martadinata Nomor 
30 Kelurahan Jaya RT. 01 RW. 02, Kecamatan Watang Sawitto, 
Kabupaten Pinrang, sebagaimana ternyatakan dalam Sertifikat Hak Milik 
Nomor 127/Kelurahan Jaya (diterbitkan tanggal 23-02-1997) dan Surat 
Ukur Nomor 4564/1997 (tanggal 17-04-1997) atas nama 
Penggugat.Tanah dan bangunan ini merupakan harta satu-satunya milik 
Penggugat setelah suami Penggugat meninggal dunia. 
Penggugat bersama semua anak-anak kandungnya semula bertempat 
tinggal di rumah tersebut sampai akhirnya setelah anak-anaknya dewasa 
dan telah menikah, satu persatu memilih tinggal sendiri sehingga yang 
tersisa bersama Penggugat di rumah tersebut adalah Tergugat, karena 
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pada saat itu Tergugat belum memiliki rumah. Awal mula terjadinya hibah 
yaitu pada hari Rabu malam tanggal 03 Oktober 2001 ketika Tergugat 
mendatangi Penggugat untuk meminta agar tanah dan rumah tinggal yang 
berada di atas tanah tersebut (objek perkara hibah) diberikan kepada 
Tergugat, yang oleh Penggugat dikatakan bahwa Tergugat meminta 
dengan mengancam dan memaksa apabila objek perkara hibah tidak 
diberikan maka Tergugat akan meninggalkan Penggugat seorang diri. 
Selain itu, Tergugat membawa dan menyerahkan beberapa kertas kosong 
masing-masing bersegel meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan 
masing-masing sudah ada tanda tangan dari 2 (dua) anak kandung 
Penggugat, yaitu Andi Amin Tamma Bin Andi Tamma (A. Amin) dan Andi 
Adhim Tamma Bin Andi Tamma (A. Adhim) dan oleh Penggugat dikatakan 
bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani kertas 
tersebut.Adapun tanda tangan dari 2 (dua) anak kandung Penggugat 
tersebut bisa didapatkan Tergugat diduga karena Tergugat berbohong 
dengan mengatakan bahwa Penggugat telah menghibahkan objek 
perkara hibah kepada Tergugat sehingga tanpa berpikir panjang 2 (dua) 
anak kandung Penggugat menandatangani kertas tersebut. 
Beberapa hari kemudian yaitu sekitar pertengahan Bulan Oktober 
2001 tergugat mendatangi anak kandung kedua Penggugat yaitu H. Andi 
Bulla Tamma bin Andi Tamma (H. Bulla Tamma) dengan maksud untuk 
meminta tanda tangannya sebagai saksi atas rencana hibah. Selanjutnya 
tergugat menyerahkan beberapa surat pernyataan yang bersegel meterai 
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Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 03 Oktober 2001 yang isinya 
menerangkan bahwa pada pokoknya Penggugat memberikan objek 
perkara hibah kepada tergugat dengan syarat objek perkara hibah harus 
dipelihara dan tidak boleh dijual atau dipindahkan kepada orang lain serta 
surat pernyataan disaksikan oleh semua anak kandung Penggugat 
(kecuali Tergugat). Atas penjelasan dari Tergugat yang diduga tidak 
benar, yaitu semua anak-anak kandung Penggugat telah menyetujui dan 
bersedia menjadi saksi, maka tanpa berpikir panjang H. Bulla Tamma 
menandatangani kertas tersebut. Hal tersebut juga dilakukan Tergugat 
terhadap saudaranya yang lain yaitu H. Alimuddin bin Andi Tamma 
(Alimuddin) untuk meminta tanda tangannya. 
Beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 
2001 dengan cara yang sama yaitu memaksa dan mengancam 
Penggugat dan membohongi saudara-saudaranya, Tergugat meminta 
Penggugat yang saat itu sedang sakit parah dan saudara-saudaranya 
untuk menandatangani beberapa kertas berformat isian akta/blangko akta 
halaman terakhir (halaman akta untuk tanda tangan para pihak).Semenjak 
telah ditanda tanganinya akta tersebut oleh Penggugat dikatakan bahwa 
sikap Tergugat berubah menjadi seorang pemarah. Ketika saudara-
saudaranya yang lain hendak mengunjungi Penggugat, Tergugat 
seringkali membuat suasana tidak bersahabat dengan tidak mau menemui 
saudara-saudaranya. Perbuatan yang tidak menyenangkan dari Tergugat 
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menyebabkan Penggugat memilih untuk meninggalkan Tergugat dan 
bertempat tinggal dengan anaknya yang lain, yaitu H. Andi Bulla Tamma. 
Beberapa tahun kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 
2012 melalui A. Amin Penggugat mengetahui bahwa kertas kosong yang 
ditandatangani oleh Penggugat adalah Surat Pernyataan Hibah tanggal 03 
Oktober 2001 yang dibuat oleh Tergugat dan beberapa kertas berformat 
isian akta/blangko akta halaman terakhir yang juga ditandatanganinya 
adalah Akta Hibah Nomor 390/PPAT/2001 yang dibuat oleh Notaris Drs. 
Alimin (Tergugat II). Setelah mengetahui hal tersebut Penggugat membuat 
Surat Pernyataan Penarikan Hibah dan Pembatalan Akta Hibah Nomor 
390/PPAT/2001 yang telah didaftarkan di Notaris Kabupaten Pinrang. 
Selain itu karena merasa telah khilaf menandatangani kertas yang 
diberikan Tergugat, saudara-saudara tergugat yaitu A. Amin, A. Adhim, H. 
Bulla Tamma dan Alimuddin membuat surat pernyataan untuk menarik 
dan membatalkan semua tandatangan pada beberapa kertas yang pernah 
dimintakan untuk ditandatangani oleh Tergugat. Surat tersebut juga 
didaftarkan di Notaris Kabupaten Pinrang. 
Setelah membuat surat sebagaimana dijelaskan di atas, dengan 
diantar cucu kandung dan cucu menantunya, Penggugat mendatangi 
Tergugat untuk menarik hibah tersebut dikarenakan Penggugat sudah 
merasa lanjut usia dan menderita penyakit parah sehingga di akhir 
hidupnya Penggugat ingin menyelesaikan atau menarik hibah dengan 
tujuan untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan di dalam 
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keluarga serta untuk menyatukan kembali semua anak-anak kandung 
Penggugat. Akan tetapi bukannya sadar dan patuh kepada Penggugat, 
Tergugat malah mengusir Penggugat dari objek perkara hibah. 
Merasa kecewa dengan sikap Tergugat yang seperti anak durhaka, 
akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Penarikan Hibah dan 
Pembatalan Akta Hibah Nomor 390/PPAT/2001 ke Pengadilan Agama 
Pinrang. Adapun petitum yang dimohonkan Penggugat kepada 
Pengadilan Agama Pinrang yaitu meminta dilakukannya tindakan 
pendahuluan berupa Meletakkan Sita Jaminan atas objek perkara hibah 
dan dalam pokok perkara terdapat 19 Poin tuntutan (terlampir). 
Persidangan dilaksanakan seperti biasa, dimulai dari mediasi oleh 
hakim, namun karena mediasi gagal maka dilanjutkan dengan 
persidangan yang diawali dengan pembacaan gugatan, jawaban atas 
gugatan (eksepsi) dari tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa 
kasus ini bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Agama karena 
Penggugat meminta dibatalkan Sertifikat balik nama dari nama Penggugat 
menjadi nama Tergugat, sehingga kasus ini seharusnya dilimpahkan ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selanjutnya eksepsi Tergugat 
dijawab oleh Penggugat melalui replik yang pada pokoknya menyatakan 
bahwa kasus ini didasari dengan adanya hibah yang merupakan bagian 
dari ranah hukum perdata, sehingga Keputusan Administrasi Negara 
(KTUN) yang dilandasi dari perbuatan hukum perdata bukanlah KTUN 
yang menjadi kompetensi PTUN. 
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Atas replik tersebut Tergugat menjawab melalui duplik yang pada 
pokoknya menyatakan tetap dengan eksepsi yang telah diajukan 
sebelumnya. selanjutnya berdasarkan eksepsi Tergugat tentang ketidak 
berwenangan Pengadilan Agama Pinrang mengadili perkara ini, Majelis 
Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan dan olehnya 
itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak. Dengan ditolaknya eksepsi dari 
Tergugat, sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian. 
Pada Agenda pembuktian Penggugat mengajukan bukti surat 
sebanyak 33 (tiga puluh tiga) surat dan 8 (delapan) orang saksi. 
Keterangan dari 8 (delapan) orang saksi tersebut pada pokoknya sebagai 
berikut: 
1. Menimbang bahwa saksi pertama (H. Bulla Tamma) menerangkan 
bahwa pernah menandatangani surat persetujuan hibah dari 
Penggugat ke Tergugat dengan maksud Tergugat tinggal di rumah 
tersebut untuk merawat dan rumah tersebut tidak boleh 
dipindahtangankan, saksi tidak dipaksa bertandatangan dan saksi 
tidak tahu kalau Penggugat di paksa bertanda tangan, namun saksi 
menarik tanda tangannya karena ada saudara-saudara yang lain 
tidak setuju atas adanya hibah tersebut; 
2. Menimbang bahwa saksi kedua (A. Amin) menerangkan bahwa 
pernah menandatangani surat pernyataan hibah dari Penggugat ke 
Tergugat karena saksi khawatir jika tidak ditandatangani, Tergugat 
akan meninggalkan Penggugat dalam keadaan sakit, namun 
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Penggugat sudah kecewa kepada Tergugat karena Tergugat biasa 
berlaku kasar kepada Penggugat; 
3. Menimbang bahwa saksi ketiga (A. Adhim) mengaku bertanda 
tangan di atas kertas pernyataan hibah, karena saksi A. Amin 
sudah bertanda tangan juga, sehingga saksi merasa tertipu dengan 
adanya tanda tangan tersebut dan semua saudara-saudara yang 
lain tidak menyetujuinya; 
4. Menimbang, adapun saksi keempat (Andi Hasmah binti A. Bulla 
Tamma) dan saksi kelima (Sulher Saleh bin La Saleng) yang mana 
keduanya adalah cucu kandung dan cucu menantu Penggugat, 
keduanya sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan saksi-
saksi menemui Tergugat untuk menyelesaikan masalah hibah 
Penggugat kepada Tergugat, namun Tergugat marah kepada 
Penggugat dan akhirnya Penggugat kembali lagi ke Rubae 
meninggalkan objek perkara tersebut; 
5. Menimbang bahwa saksi keenam (Dra. Andi Sugiati binti Andi 
Tamma) selaku anak kandung Penggugat menerangkan bahwa 
saksi tidak mengetahui tentang masalah hibah, saksi hanya tahu 
kalau Tergugat boleh tinggal di tempat tersebut karena belum 
mempunyai tempat tinggal dan saksi tidak setuju kalau Tergugat 
memiliki objek sengketa tersebut; 
6. Menimbang bahwa saksi ketujuh (A. Fatmawati Kasim bin Andi 
Tamma) selaku anak kandung Penggugat menerangkan bahwa 
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saksi tidak mengetahui mengenai hibah Penggugat kepada 
Tergugat, saksi baru mengetahui kalau perkara ini masuk ke 
Pengadilan Agama Pinrang, namun Penggugat mau menarik 
hibahnya dari Tergugat karena hanya satu-satunya milik Penggugat 
sementara Tergugat biasanya berlaku kasar terhadap Penggugat; 
7. Menimbang bahwa saksi kedelapan (Andi Mety Yahya binti Andi 
Tamma) selaku anak kandung Penggugat menerangkan bahwa 
masalah adanya hibah Penggugat ke Tergugat, saksi hanya 
mengetahui bahwa Tergugat diberi izin untuk menempati objek 
sengketa tersebut dan Tergugat bukan pemilik objek sengketa. 
Adapun dari pihak Tergugat mengajukan bukti surat sebanyak 6 
(enam) surat dan 5 (lima) orang saksi. Keterangan dari 5 (lima) orang 
saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Menimbang bahwa saksi pertama (A. Tjibu bin A. Katjong) dan 
saksi kedua (Hj. Andi Ratu binti H. Katjong) selaku saudara 
kandung Penggugat, sama-sama menerangkan bahwa Penggugat 
telah menghibahkan tanah dan rumahnya kepada Tergugat pada 
tahun 2001, saksi mengetahui karena diberitahu langsung oleh 
Penggugat sendiri bahkan Penggugat berulang kali mengucapkan 
bahwa tanah dan rumah ini dihibahkan kepada Tergugat. Selain itu 
keduanya juga menerangkan bahwa pada saat penyerahan tanah 
dan rumah tersebut kepada Tergugat, Penggugat tidak memiliki lagi 
harta benda yang lain selain apa yang diserahkan kepada Tergugat 
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tersebut, demikian pula saksi keempat (Zakaria bin Labengnga) 
selaku pembantu Penggugat dan Tergugat dan kelima (Randi bin 
Dg. Bora) selaku orang yang menumpang di rumah Tergugat 
pernah mendengarkan langsung ucapan Penggugat bahwa tanah 
dan rumah ini telah diserahkan kepada Penggugat pada waktu 
sepuluh tahun yang lalu; 
2. Menimbang bahwa saksi ketiga (Hj. Najla binti H. Nadji) selaku 
tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 menerangkan 
bahwa pernah membeli tanah perumahan seluas 2,5 M x 25 M dari 
Penggugat, saksi meminta untuk dibeli karena bersebelahan 
langsung dengan tanah saksi dan Penggugat pun bersedia 
menjualnya. Hal tersebut diterangkan pula oleh saksi pertama dan 
saksi kedua bahwa Penggugat langsung yang mejual sebagian 
tanahnya kepada Hj. Najla meskipun telah diserahkan kepada 
Tergugat, tetapi Tergugat anak yang penurut kepada orang tua 
sehingga merelakan sebagian tanah tersebut  
Atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat 
maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: 
1. Menimbang bahwa H. Sori binti A. Katjong (Penggugat) mempunyai 
12 (dua belas) anak termasuk A. Yukriati binti Andi Tamma 
(Tergugat); 
2. Menimbang bahwa penyerahan objek sengketa tersebut dari 
Penggugat kepada Tergugat tidak ada unsur paksaan, karena tidak 
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ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dipaksa 
oleh Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan hibah 
bahkan ada saksi yang mengaku tidak dipaksa untuk 
menandatangani namun atas inisiatif sendiri menandatangani surat 
tersebut dengan maksud agar Tergugat tinggal memelihara dan 
merawat objek sengketa tetapi tidak boleh dipindahtangankan; 
3. Menimbang bahwa atas dasar adanya surat pernyataan 
penyerahan tersebut, Tergugat mengurus Surat Akta Hibah No. 
390/PPAT/2001 dan atas akta hibah tersebut Tergugat mengurus 
balik nama pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten 
Pinrang dari atas nama Hj. Andi Sori A. Katjong menjadi A. Yukriati 
binti Andi Tamma; 
4. Menimbang bahwa pada saat Penggugat menghibahkan tanah dan 
rumahnya kepada Tergugat tidak ada lagi harta benda yang 
dimilikinya sebagaimana keterangan saksi pertama dan kedua 
Tergugat; 
5. Menimbang bahwa dengan adanya akta hibah tersebut maka anak-
anak Penggugat yang lain/saudara-saudara kandung Tergugat 
tidak terima dan merasa keberatan karena tidak mendapatkan 
bagian sehingga Penggugat mau mengatur kembali secara baik 
supaya anak-anak yang lain mendapat juga bagian dari objek 
tersebut dengan jalan menarik kembali hibah tersebut dari Tergugat 
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namun Tergugat mempertahankan akta hibah tersebut bahkan 
Tergugat marah kepada Pengugat. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim 
memberikan pertimbangan hukum berupa: 
1. Menimbang bahwa penarikan kembali hibah oleh Penggugat dari 
Tergugat sebagai orang tua dan anak, dapat saja dilaksanakan 
dengan alasan-alasan yang tepat berdasarkan Pasal 212 Kompilasi 
Hukum Islam; 
2. Menimbang bahwa hibah Penggugat kepada Tergugat tersebut 
telah melampaui batas ketentuan yang berlaku karena Penggugat 
menghibahkan semua hartanya kepada Tergugat, padahal hibah 
yang dapat dibenarkan adalah hibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari 
harta benda yang dimiliki oleh pemberi hibah, sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam; 
3. Menimbang bahwa dengan adanya hibah Penggugat tersebut 
terhadap Tergugat yang melebihi 1/3 dari harta bendanya, maka 
untuk tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum, maka 
Majelis berpendapat bahwa hibah tersebut tidak perlu ditarik dan 
dibatalkan hanya saja hibah tersebut perlu diluruskan dan 
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga hibah 
Penggugat kepada Tergugat tersebut tetap dinyatakan sah akan 
tetapi objek yang dihibahkan tersebut hanya 1/3 bagian saja 
sebagai bagian penerima hibah, sedangkan 2/3 bagian harus 
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diserahkan dan dikembalikan kepada Penggugat/Pemberi Hibah, 
oleh karena itu Tergugat/Penerima Hibah harus dihukum untuk 
mengembalikan dan menyerahkan 2/3 objek sengketa tersebut 
kepada Penggugat/Penerima Hibah dan apabila tidak dapat dibagi 
secara natura maka objek tersebut dijual lalu hasil penjualannya 
dibagi 3 (tiga) bagian, 2/3 bagian untuk Penggugat dan 1/3 bagian 
untuk Tergugat. 
Atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dalam perkara 
ini memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, 
meliputi: 
1. Menyatakan hibah Penggugat kepada Tergugat atas harta benda 
milik Penggugat tersebut, hanya 1/3 bagian saja, sedangkan 2/3 
bagian diserahkan kepada Penggugat sebagai hak miliknya; 
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali bagian 
Penggugat tersebut di atas, dan apabila tidak diserahkan secara 
natura, maka tanah dan rumah tersebut dijual lalu hasil 
penjualannya dibagi 3 (tiga) bagian, 2 (dua) bagian untuk 
Penggugat dan 1 (satu) bagian untuk Tergugat; 
3. Menyatakan surat pernyataan pemberian Penggugat kepada 
Tergugat, akta hibah nomor 390/PPAT/2001 dan sertifikat hak milik 
yang telah dibalik nama tidak memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat; 
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4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya 
perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.441.000,- (satu jut 
empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). 
Berdasarkan uraian kasus beserta pertimbangan Majelis Hakim dan 
putusan sebagaimana yang diungkapkan di atas, dapat dilihat bahwa 
dalam perkara ini Majelis hakim menerapkan Pasal 210 Kompilasi Hukum 
Islam dan tidak membatalkan hibah yang telah diberikan Penggugat 
kepada Tergugat. Hal ini karena selama persidangan tidak ada satupun 
bukti yang menunjukkan bahwa ada unsur paksaan dalam pemberian 
hibah ini, sehingga Majelis Hakim hanya menyesuaikan agar pemberian 
hibah tidak bertentangan dengan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 
mengurangi 2/3 dari harta untuk diberikan kembali kepada penggugat dan 
memberikan 1/3 untuk tergugat.Terkait putusan Majelis Hakim tersebut 
penulis menilai bahwa putusan yang dijatuhkan hakim kurang tepat. 
Penulis berpendapat bahwa mengikuti ketentuan dalam Pasal 210 
Kompilasi Hukum Islam dapat saja dilakukan, namun apabila terdapat 
alasan-alasan yang cukup kuat untuk membatalkan hibah maka 
seharusnya menurut Penulis Majelis Hakim memutuskan untuk 
membatalkan hibah tersebut. Hal ini juga telah disampaikan sendiri oleh 
Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya yaitu “Menimbang bahwa 
penarikan kembali hibah oleh Penggugat dari Tergugat sebagai orang tua 
dan anak, dapat saja dilaksanakan dengan alasan-alasan yang tepat 
berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam”.Terkait alasan-alasan 
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yang tepat itu sendiri sesungguhnya tidak diatur dalam Pasal 212 
Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk menentukan alasan-alasan 
tersebut masih membutuhkan penalaran lebih lanjut. Berdasarkan hasil 
wawancara penulis dengan salah seorang hakim di Pengadilan Agama 
Pinrang, yang menjelaskan bahwa penyebab suatu hibah dapat dibatalkan 
adalah sebagai berikut:16 
1. Barang yang dihibahkan melebihi batas maksimum pemberian 
hibah yaitu 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah; atau 
2. karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah; 
Adapun poin-poin di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah 
satunya saja yang terpenuhi maka hibah dapat dibatalkan. 
Merujuk pada pernyataan di atas, penyebab pertama suatu hibah 
dapat dibatalkan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 210 Kompilasi 
Hukum Islam dimana seseorang dalam memberikan hibah tidak boleh 
melebihi 1/3 dari harta kekayaannya. Oleh karena itu apabila terjadi 
pemberi hibah memberikan hibah kepada orang lain melebihi batas 
tersebut maka keluarga pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan 
terhadap hibah tersebut. 
Selanjutnya penyebab kedua suatu hibah dapat dibatalkan adalah 
karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian 
                                                          
16 Wawancara dengan hakim pengadilan agama pinrang kelas 1B yakni H. Kamaluddin pada 
tanggal 7 Desember 2017 
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hibah.Berdasarkan Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam disebutkan 
bahwa “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa 
imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk 
dimiliki.17 Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pada 
dasarnya hibah dalam hukum islam merupakan pemberian yang 
mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik. Apabila ditelusuri lebih 
mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh 
seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balas 
jasa. Oleh karena esensi dari hibah adalah pemberian hak milik secara 
sukarela, maka apabila pemberian hibah dilandasi dengan syarat-syarat 
atau tujuan lain maka hibah tersebut dapat dibatalkan. 
Berdasarkan pernyataan dari salah seorang Hakim Pengadilan Agama 
Pinrang sebagaimana di atas, jika dikaitkan dengan kasus ini maka 
penulis berpendapat bahwa hibah tersebut harus dibatalkan karena telah 
memenuhi ketentuan dalam poin 1 dan poin 2. Mengenai poin 1 telah 
dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun poin 2 menurut 
penulis terpenuhi karena berdasarkan fakta persidangan ditemukan 
bahwa hibah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah dengan 
tujuan untuk menjaga dan merawat rumah dan tanah tersebut dan tidak 
boleh dipindah tangankan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Penggugat 
dalam surat gugatannya, yaitu, “Selanjutnya tergugat menyerahkan 
beberapa surat pernyataan yang bersegel meterai Rp.6.000,- (enam ribu 
                                                          
17Lihat Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam. 
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rupiah) tertanggal 03 Oktober 2001 yang isinya menerangkan bahwa pada 
pokoknya Penggugat memberikan objek perkara hibah kepada 
tergugat dengan syarat objek perkara hibah harus dipelihara dan 
tidak boleh dijual atau dipindahkan kepada orang lain. Hal ini menurut 
penulis bertentangan dengan esensi hibah dalam Islam sehingga  
berdasarkan hal tersebut maka penulis berpendapat bahwa seharusnya 
hakim membatalkan hibah tersebut”. 
Selain itu, alasan penulis lebih memilih untuk membatalkan hibah 
tersebut adalah berdasarkan pertimbangan penulis terkait dengan hukum 
waris islam. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu 
dosen Universitas Islam Negeri Makassar( UIN ) dikatakan bahwa:18 
“Status harta pada kasus ini adalah harta warisan, karena berdasarkan 
posisi kasusnya suami dari penggugat telah meninggal dunia sehingga 
harta yang menjadi sengketa saat ini berstatus sebagai warisan yang 
mutlak menjadi hak penggugat dan anak-anak penggugat, bukan milik 
penggugat secara perseorangan. Hal yang salah jika penggugat 
memberikan hibah atas harta yang bukan miliknya.Sesuai ketentuan 
dalam Pasal 210 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan 
bahwa “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari 
penghibah”, berdasarkan ketentuan tersebut maka si penggugat hanya 
dapat menghibahkan apa yang menjadi haknya, dalam hal ini hanya 
sebagian dari harta yang berstatus warisan tersebut, sementara 
sebagian lainnya menjadi hak dari anak-anak penggugat. Oleh karena 
itu pemberian hibah secara keseluruhan itu batal demi hukum.” 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dilihat bahwa sesungguhnya 
status harta yang dihibahkan secara keseluruhan tersebut adalah harta 
                                                          
18 Hasil Wawancara dengan salah satu dosen UIN yakni H. Thahir Maloko pada tanggal 23 Januari 
2017 
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warisan, sehingga harta tersebut bukan milik penggugat seluruhnya. 
Penggugat hanya memiliki hak waris atas harta tersebut. Oleh karena itu 
hak waris atas harta tersebutlah yang dapat dihibahkan oleh penggugat. 
Jadi hakim seharusnya lebih teliti dalam menganalisis kasus ini agar dapat 
memberikan putusan yang lebih benar, yaitu membatalkan hibah. Terkait 
harta tersebut sebaiknya dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris. 
Adapun pengaturan tentang pembagian harta warisan diatur dalam 
Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa: 
“Anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, 
bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga 
bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-
laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak 
perempuan”. 
Apalagi dalam kasus ini yang menjadi tergugat adalah seorang 
perempuan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal di atas maka bagian 
yang didapatkan oleh tergugat seharusnya lebih sedikit dengan anak laki-
laki, karena tergugat memiliki saudara laki-laki. Jika mengikuti putusan 
hakim pada kasus ini maka telah menyalahi aturan dalam hukum waris. 
Selanjutnya yang penting menjadi perhatian adalah apa yang dasar 
terbit atau dibentuknya akta hibah tersebut, padahal jelas diketahui bahwa 
memberikan hibah melebihi 1/3 bertentangan dengan Pasal 210 Ayat (1) 
Kompilasi Hukum Islam. Terkait masalah ini, penulis tidak menemukan 
pejabatpembuat akta hibah ini untuk diwawancarai, sehingga dilakukan 
wawancara dengan salah seorang notaris Pinrang yang mengemukakan 
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bahwa pada dasarnya notaris ataupun pejabat yang berwenang membuat 
akta hibah harus mengetahui secara detail terkait posisi kasus atau status 
dari harta yang akan dihibahkan agar tidak terjadi sengketa di kemudian 
hari. Tetapi biasanya, masih banyak dari pejabat/notaris tersebut yang 
tidak menanyakan secara jelas dan lengkap terkait status tanah yang 
akan dihibahkan, sehingga banyak akta hibah yang bermasalah.19 
Merujuk pada pernyataan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa 
dalam kasus ini dasar dari pembentukkan akta hibah ini bisa saja karena 
kelalaian dari pejabat yang membuat akta hibah karena tidak mengetahui 
secara jelas dan lengkap mengenai status harta tersebut dan seperti apa 
kasusnya.. 
 
                                                          
19 Hasil wawancara notaris Pinrang yakni Risna Mansyur pada tanggal 7 Desember 2017 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Kedudukan hukum hibah dari orang tua terhadap anaknya dalam 
hokum Islam telah jelas pengaturan atau landasannya baik yang 
termuat dalam Al-quran, berdasarkan pada hadis Nabi yang 
menjelaskan mengenai aturan dalam melakukan hibah maupun 
dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dan beracara 
di Pengadilan Agama. Pada dasarnya kedudukan hibah dalam 
pengaturan tersebut adalah bersifat keinginan, tergantung dari 
pemberi hibah apakah bersedia memberikan hartanya atau tidak. 
Perbedaan mendasar antara hibah pada umumnya dan hibah 
antara orang tua dan anak adalah adanya kebolehan yang 
diberikan oleh aturan dalam hukum Islam kepada orang tua untuk 
menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, 
sedangkan penarikan hibah yang bukan antara orang tua dan anak 
secara tegas dilarang dalam hukum Islam. 
2. Pertimbangan hokum dan putusan Pengadilan Agama Pinrang 
terhadap ketentuan hukum Islam menyangkut penarikan hibah 
orang tua terhadap anaknya pada kasus tersebut dinilai kurang 
tepat. Hakim dalam kasus ini masih kurang memperhatikan bahan 
pertimbangan untuk menjatuhkan putusan berupa pembatalan 
hibah, yaitu mengenai pengaturan tentang warisan. 
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B. SARAN 
1. Bagi pihak pemerintah sebaiknya membuat suatu aturan yang lebih 
lengkap dan jelas mengenai pengaturan hibah, khususnya aturan 
mengenai pembatalan hibah karena dalam Kompilasi Hukum Islam 
sebagai hukum materil dan beracara di Pengadilan Agama telah  
memberikan penjelasan secara keseluruhan mengenai ketentuan 
praktik hibah. 
2. Bagi Hakim yang menangani kasus pembatalan hibah sebaiknya 
dalam menjatuhkan putusan juga memerhatikan pengaturan 
tentang kewarisan dalam hukum Islam karena meskipun diatur 
dalam pasal atau aturan yang berbeda tetapi antara hibah dan 
waris keduanya saling berkaitan. 
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